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)

(Visi KSAP

"Mendukung terwujudnya pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan
negara yang akuntabel dan transparan
melalui Standar Akuntansi
Pemerintahan yang berkualitas”

(Misi KSAP

1.Mewujudkan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang andal dan
diterima secara umum.

2.Mendorong terwujudnya entitas
pemerintah yang mampu
menghasilkan  laporan  keuangan
sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

3.Mendorong terwujudnya masyarakat
Indonesia yang mampu memahami
dan memanfaatkan informasi
keuangan.

VIS DAN MIs



PENGANTAR




Pendahuluan

e Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat
tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan
akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai
Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku.
Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama,
sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi
terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi
Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP,
bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin Teknis dan produk-
produk KSAP yang lain.

Kasus peka dan bersifat rahasia - demi keamanan negara - bila
ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus
Akuntansi Pemerintahan.



Format dan Perubahan Format

Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah
sebagai berikut :

Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku
Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai
Kasus Akuntansi Pemerintahan.

Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau
kegiatan KSAP.

Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP,
termasuk gugus kendali mutu jawaban.

Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna
SAP.

Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

Tujuan Pembentukan Kumpulan
Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (1)

Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan
secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.

Memberi panduan semacam yurisprudensi.

Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk
memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi
dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama
dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.
Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi
pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah
pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.



Tujuan Pembentukan Kumpulan
Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (2)

Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus
akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan
entitas pelaporan LK.

Merupakan pertanggungjawaban KSAP  kepada publik,
merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap
masalah praktik akuntansi pemerintahan.

Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar
mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau
Buletin Teknis.

Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau
menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan
kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang
ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan
mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban
yang baru.

Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi
tambahan yang baru atau Buletin Teknis baru atau revisi PSAP di
masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis
yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.

Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah
akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan
kepada KSAP.

Kasus peka dan bersifat rahasia - demi keamanan negara - tidak
disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi
Pemerintahan.



Kedudukan Tanggapan Tertulis KSAP

Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cqg. hirarki
dalam rangkaian produk resmi KSAP.

Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau
Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP
sebagai basis penyusunan.

Proses Baku (Due Process) Tanggapan
atas Surat Masuk (1)

Surat masuk diteliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus
serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum
surat masuk tersebut.

Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas apakah
pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi
pemerintahan, praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi
atau semacamnya), masalah di luar dunia akuntansi, tingkat
keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak
jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara
langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi
pengarahan bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi
arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh
KSAP.

Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu
riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan
berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka
rapat KSAP membentuk Tim Kecil, sekurang-kurangnya terdiri
atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja,
tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak
jawaban.



Proses Baku (Due Process) Tanggapan
atas Surat Masuk (2)

e Tim Kecil menanyakan Ilebih dahulu apakah penanya
menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai
basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep
sementara jawaban, Tim Kecil wajib mengungkapkan sumber
rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban.
Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat
diwawancara secara langsung oleh Tim Kecil atau diundang pada
rapat KSAP.

Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara
langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau
(2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan
substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.

Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat
KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argumen dan
pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan
rapat KSAP (discenting opinion).

Strategi Jawaban KSAP (1)

Strategi jawaban dan hampiran (approach) jawaban adalah sebagai
berikut :
« Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP,

Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi
penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2
PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar
Lampiran 2 tersebut.
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Strategi Jawaban KSAP (2)

« Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual,
Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2
PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraf dalam PSAP tersebut
dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin
menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan
kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam Pernyataan Resmi SAP,
Interpretasi dan Buletin Teknis, (2) melatih publik untuk mencari
jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3)
menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak
selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga
menimbulkan masalah baru di masa depan.

o Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar
terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan
dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi
(tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar
akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang
diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq.
tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi
jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata
pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem
akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau
dimensi basis peraturan perundang-udangan suatu anggaran atau
transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
KSAP bersikap independen cqg. tidak memihak dan membuat
jawaban dengan integritas paripurna.
Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara
fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang
lebar dan berputar, mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan
tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna
ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan
pengungkapan.




Pedoman Penggunaan

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi

pemerintahan hendaknya memahami bahwa:

e Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban
tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan
yang berlaku saat itu.

e Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi
pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP
sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak
layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

Pedoman Revisi Buku Bunga Rampai
Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

« Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban
disusun KSAP.

o Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum
dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai
perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku
pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan publik dan
jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan
pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

Jakarta, Desember 2025
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STUDI KASUS,
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DAN
JAWABAN
KSAP.




Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi

No

Tanggal
Surat

13 Februari
2025

28
April
2025

4 Agustus
2025

4
September
2025

L
September
2025

Nomor
Surat

S_
11/K1/KSAP/
I1/2025

S_
22/K.1/KSAP
/IvV[2025

S_
50/K.1/KSA
P/VIII/2025

S_
74/K1/KSAP
[1X/2025

S_
79/KK.1/KSA
P/1X/2025

Tahun 2025
Tujuan Instansi
. . Pemerintah
Pj. Sekretaris
Kabupaten
Daerah .
Purworejo
Pemerintah
Plh. Sekretaris Kabupaten
Daerah Labuhanbatu
Selatan
Ditjen Bina
Sekretaris Pemerintahan
Desa
Direktorat
Direktur AJ:nd;rgrl]
Jenderal 99 .
Kementerian
Keuangan
Pemerintah
. K ten
Bupati abupate
Kepulauan
Anambas

Pemerintahan

Perihal

Tanggapan Konsultasi atas
SAP (PSAP 02 LRA, PSAP 08
KDP, Bultek Nomor 15
Akuntansi Aset Tetap
Berbasis Akrual, PSAP 01
Penyajian Laporan
Keuangan, Bultek Nomor 23
Akuntansi Pendapatan Non
Perpajakan)

Tanggapan atas
Pencatatan Aset Tetap

Tanggapan Mengenai
Permintaan Petunjuk
Mekanisme Akuntansi dan
Pelaporan pada APBD
terhadap Dukungan
Pengembalian Pinjaman
KKMP yang Bersumber dari
DAU/DBH

Pandangan terkait
Perlakuan Akuntansi
Pengakuan Pendapatan
atas Implementasi
Kebijakan HGBT

Perlakuan Akuntansi
terhadap Hasil Penilaian
Tanah dan/atau Gedung

dengan Menggunakan Nilai
Wajar



No

10.

1.

Tanggal
Surat

24
September
2026

24
September
2026

24
September
2026

6 Oktober
2025

28 Oktober
2025

28 Oktober
2025

20
November
2025

Nomor
Surat

S_
85/K.1/KSAP
[/1X/2025

S_
86/K.1/KSAP
[1X/2025

S_
87/K.1/KSAP
[1X/2025

S_
92/K.1/KSAP
/1X/2025

S_
99/K.1/KSAP
[X[2025

S_
100/K.1/KSA
P/X/2025

S_
115/K.1/KSAP
/X1/2025

Tujuan

Kepala Badan
Keuangan dan
Aset Daerah

Sekretaris
Daerah

Kepala Badan
Keuangan dan
Aset Daerah

Direktur

Kepala Badan
Keuangan dan
Aset Daerah

Kepala Badan
Keuangan dan
Aset Daerah

Direktur
Jenderal

Instansi

Pemerintah
Provinsi
Kalimantan
Utara

Pemerintah
Kabupaten
Nias

Pemerintah
Kabupaten
Tulang
Bawang Barat

Direktorat
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan,
DJPb

Pemerintah
Kabupaten
Tulang
Bawang Barat

Pemerintah
Kabupaten
Banyuwangi

Direktorat
Jenderal
Anggaran,
Kementerian
Keuangan

Perihal

Perlakuan Akuntansi Kas
dan Piutang

Tanggapan atas
Permohonan Pertimbangan
atas Mekanisme
Pencatatan atas
Rekomendasi Terhadap
Hibah Aset Daerah kepada
Yaperti Nias

Penjelasan Kebijakan
Akuntansi Terkait Kartu
Kredit Pemerintah Daerah
(KKPD)

Penjelasan Mengenai
Perlakuan Akuntansi atas
Transaksi Perpajakan

Tanggapan atas
Permintaan Penjelasan
Terkait Pencatatan Aset

Tanah

Penjelasan Terkait
Perlakuan Akuntansi
Pembayaran Tagihan

Pandangan terkait
Perlakuan Akuntansi
Pengakuan Pendapatan
atas Kekurangan SBP Hasil
Audit BPKP



Tanggal
Surat

15
13. Desember
2025

31
14. Desember
2025

Nomor
Surat

S_
124/K.1/KSA
P/XI1/2025

S_
125/K.1/KSA
P/XII/2025

Tujuan

Direktur

Kepala Biro
Umum

Instansi

Direktorat
Akuntansi dan
Pelaporan
Keuangan,
DJPb

Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Bada
n Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Perihal

Konsultasi Mengenai
Perlakuan Akuntansi atas
Penempatan Uang Negara

pada Bank Umum

Masukan dan
Pertimbangan Terkait Hasil
Kajian Kementerian
PPN/Bappenas yang Dapat
Memenuhi Kriteria Aset Tak
Berwujud (ATB)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo 1ll Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 8, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor
Sifat
Hal

S - 11/K.1/KSAP/11/2025 13 Februari 2025
Segera
Tanggapan Konsultasi tentang SAP

Yth. Pj. Sekretaris Daerah

Pemerintah Kabupaten Purworejo
Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900.1.3.10/647/2025 tanggal 17 Januari

2025 hal Konsultasi tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dapat disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan
Realisasi Anggaran:

o

a.

Paragraf 7 menyatakan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah”.

Paragraf 8 menyatakan bahwa “Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi
realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan,
yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode”.

PSAP Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP):

a.

Paragraf 7 menyatakan bahwa “Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap
yang sedang dalam proses pembangunan.”

Paragraf 14 menyatakan bahwa “Suatu benda berwujud harus diakui sebagai
Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan
dengan aset tersebut akan diperoleh;

(b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
(c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Buletin teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual menyatakan
bahwa terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis ini memberikan pedoman
sebagai berikut:

Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah
diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka asset
tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.



- Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah
diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka
aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.

- Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD,
maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CalLK

- Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah

- digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui
sebagai KDP.

- Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam
pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur)
asset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan
hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut
Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.

- Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai
KDP.

Selain itu, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya
oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya.
Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.
Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP
tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara
memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP
direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP
tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 8 menyatakan bahwa:

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

Buletin teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan menyatakan
bahwa tingkat keragaman pengakuan pendapatan nonperpajakan merupakan tahap awal
untuk menganalisis proses pengakuan atas pendapatan nonperpajakan tersebut. Sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 12 paragraf 19,



“Pendapatan LO diakui pada saat: (a) timbulnya hak atas pendapatan atau (b) pendapatan
direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi”. Dari PSAP paragraf 19
tersebut, pengakuan pendapatan nonperpajakan mengacu pada saat timbulnya hak atas
pendapatan nonperpajakan serta pendapatan direalisasi. Dalam bultek 23 disebutkan
beberapa titik Pengakuan pendapatan nonperpajakan seperti pada:

Pendapatan perizinan: pada saat instansi pemerintah melakukan proses pemberian
izin, biaya izin yang disetorkan oleh pemohon sudah menjadi hak pemerintah dan tidak
dapat ditagih kembali oleh pemehon, kecuali ditentukan lain-oleh-pemerintah.
Pendapatan layanan: mengacu pada best practices, apabila hasil dari suatu transaksi
yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional
sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat
penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa:

a)

Terkait pertanyaan tentang nilai pagu anggaran dalam laporan keuangan, apakah
menggunakan APBD Perubahan atau perubahan setelah APBD Perubahan, entitas
dapat menggunakan ketentuan/regulasi tentang laporan pertanggungjawaban serta
dapat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian
Dalam Negeri;

Terkait dengan pencatatan dan pengungkapan KDP, Entitas dapat merujuk PSAP 08
maupun Builtek 15;

Terkait dengan akuntansi penghapusan KDP, apabila pembangunan KDP dihentikan
pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut dikeluarkan dari
neraca, dan kejadian tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas
Laporan Keuangan. Penghapusan KDP dapat mempedomani peraturan terkait
penghapusan Barang Milik Daerah yang berlaku.

Terkait dengan perlakuan akuntansi atas aset yang dikerjasamakan dengan pihak
ketiga, yang mengalami musibah kebakaran, entitas dapat menyesuaikan nilai aset
berdasarkan bukii terjadinya peristiwa tersebut untuk penyajian wajar aset. Tata cara
penyesuaiannya dapat dikonsultasikan pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Terkait dengan perlakuan akuntansi atas pendapatan yang belum diterima bendahara
penerimaan namun sudah ada di tangan petugas pemungut, entitas dapat mengakui
pendapatan apabila terpenuhi kriteria pengakuan sebagaimana diatur dalam Buletin
Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperpajakan.



Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan: :
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian
Konsultatif; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SEKRETARIAT DAERAH

Judin Proklmmass Nomar 2. Kode Poa 54111
Felepon NX275) 321012 Fax {0275) 321666
il e tdings prarworejoka bgo. i Webhsre: www. setda purworejokab.go.id

Nonwe
Sifat
Lampiran
Hal

Purworejo, 17 Januari 2025
B0D.1.3 10V 6ATI2025 '

Konsultasi tentang Standar Akuntansi Pernenrdiah

Yih. Katua Komite Kedja
Komae Standar Akumansi Pemerintahan

o

JAKARTA,

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemaerintah Daerah

Kabupaten Purworego Tahun Anggaran 2024, terkail dengan kesesualan dengan
Standar Akuntansi Pemeriniah, kami membuluhkan kKepasban pengakuan,

mﬂmm pengungkapan dalam Laporan Keuangan, perihal sebagal

1. Pencantuman Pagu Anggaran .
Kondisi -
- Babwa setelah ditelapkannya APBD Perubahan Kabupaten Purworejo

Tahun 2024 dengan Peraturan Daerah, terdapat Perubahan setelah
Parubahan APED yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan
pergelasan sebagamana terlamps.

- Sesuai pernyataan nomor 02 Standar Akuntansi Pemerntahan Berbasis

Akrual pada paragraf 2 disebutkan bahwa “Tujuan pelaporan realisasi
anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas
pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinga menungukkan
tingkat ketercapalan target-target yang telah disapakati antara legislatif dan
eksekulll sesua dengan peraturan peundang-undangan”. dan pada
paragral 7 dsebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belarya Daerah
(APBD} adatah rencana keuangan tahunan pernenntahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakian Rakyal Daerah’

- Dakam aplikasi SIPD RI (Aplkasi wajb dar Kemendagri), pencantuman pagu

anggaran perubahan tahun 2024 berdasarkan data Perubahan satelah
perubahan APBD ;

Partanyaan :

- Bagaimana dengan pencatalan dan pengungkagan dalam Laporan
Keuangan, khususnya lerkall pencantuman pagu anggaran pada
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworsio Tahun 2024,
apakah berdasarkan “APED Perubahan Kabupaten Purworeje Tahun
2024 yang (Peraturan Daaran|, ataukah Perubahan setelah Perubahan
APBD (Peraturan Bupatl}?.
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berupa herja sama pengelolaan pasar yang dikelola oleh Dinas Kopamsi,
Lisaha Kecil Menangah dan Perdsgangan dalam Senduk Bangue, Kalola
Sersh [BM3) unbuk pembengunan 1 {sate) bush pasar dan bangunan
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 3
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor . S-22/K.1/KSAP/IV/2025 28 April 2025
Sifat . Segera
Hal . Tanggapan atas Pencatatan Aset Tetap

Yth. PIlh. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jalan Lintas Sumatera, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/0376/BKAD/2025 tanggal 14 April 2025

hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Laporan

Akuntansi Aset Tetap:
a. Paragraf 4 menyatakan bahwa “Masa manfaat adalah:

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau

pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.”

b. Paragraf 20 menyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

c. Paragraf 53 menyatakan bahwa “Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat

aset yang bersangkutan”.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 tentang Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi

dan Operasi yang Dihentikan:

a. Paragraf 4 menyatakan bahwa “Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan
keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan

mempunyai dampak terhadap laporan keuangan”.

b. Paragraf 39 menyatakan bahwa “Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat
diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur
ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi
mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi

diperlukan antara lain dalam menentukan:
i. Persediaan usang.



ii. Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.

iii. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang
diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang
disusutkan/diamortisasi.

iv. Pendapatan pajak;

v. Kewajiban garansi”.

Paragraf 45 menyatakan bahwa “Pengaruh atau dampak perubahan estimasi

akuntansi disajikan secara prospektif pada pada laporan keuangan pada periode

perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh”.

3. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait dengan pertanyaan tentang perubahan nilai
perolehan aset tetap yang disajikan pada neraca, dapat kami sampaikan:

a) Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAP 07 dan PSAP 10, aset tetap dinilai
dengan biaya perolehan, perubahan nilai minimum perolehan dan masa manfaat aset
tetap yang disajikan pada neraca, merupakan perubahan estimasi akuntansi, yang
diharapkan akan menghasilkan informasi yang lebih andal andal dan relevan.

b) Sesuai dengan paragraf 39 PSAP 10, perubahan masa manfaat atau pola
penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang
berasal dari aset, merupakan perubahan estimasi akuntansi.

c) Sesuai dengan paragraf 45 PSAP 10 perubahan estimasi diterapkan secara
prospektif sehingga perubahan tersebut akan berdampak pada periode perubahan
terjadinya dan periode setelahnya.

d) Hal-hal terkait dengan teknis pencatatan dapat dikonsultasikan kepada Direktorat
Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite

Konsultatif; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Pemkab Labuhanbatu
Selatan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara 21464
Telepon (0624) 4970140 Faksimile (0624) 4970140
Laman labuhanbatuselatankab.go.id,

Pos-el informasi@labuhanbatuselatankab.go.id

Kotapinang, | 4 April 2025

Nomor 1 900/031¢ /BKAD/2025

Sifat : Penting

Lampiran . 1 (Satu) Exp

Perihal : Pencatatan Kapitalisasi Aset Tetap

dalam Laporan Keuangan 2024

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di-
Jakarta

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2020
tentang Pemyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10
Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi
Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020), bersama ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Pencatatan Kapitalisasi Aset Tetap dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (Unaudited) disajikan sesuai dengan
Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan.

2. Pada Desember 2023 ditetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 33
Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang beberapa
paragraf didalamnya merubah ketetapan nilai satuan minimum kapitalisasi dan masa
manfaat Aset Tetap.

Terhadap kondisi tersebut, mohon arahan dari KSAP untuk penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah apakah disajikan secara prospektif atau retrospekiif,
dimana saat ini Tim Pemeriksa BPK Rl Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sedang
melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas arahan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI-LABUHANBATU SELATAN,

Tembusan :
- Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu Selatan (sebagai laporan).



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Il Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor

Sifat
Hal

S-50/K.1/KSAP/VIIII2025 4 Agustus 2025
Segera

Tanggapan Mengenai Permintaan Petunjuk Mekanisme

Akuntansi dan Pelaporan pada APBD terhadap

Dukungan Pengembalian Pinjaman KKMP yang

Bersumber dari DAU/DBH.

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
JI. Raya Pasar Minggu Km. 19
Jakarta Selatan

1.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3/2936/BPD tanggal 24 Juli 2025 hal
tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 Tentang Penyajian
Laporan Keuangan, Paragraf 8 menyatakan bahwa:

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus
anggaran.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berdasarkan PSAP 1 di atas, terkait pertanyaan mekanisme akuntansi dan pelaporan
pada APBD atas dukungan pengembalian pinjaman KKMP yang bersumber dari
DAU/DBH dapat disampaikan bahwa:

a)

Dukungan pengembalian pinjaman KKMP yang bersumber dari DAU/DBH diakui
sebagai pendapatan transfer dan pengeluaran pembiayaan pada Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) Pemda. Pada Laporan Operasional (LO) Pemda diakui sebagai
pendapatan transfer dan pada Neraca Pemda diakui sebagai pinjaman (piutang)
Pemda kepada KKMP.



b) Terkait dengan mekanisme pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada

pemerintah daerah, dapat menghubungi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah,
Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



Momior
Cifat

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA

J. Faaya Pasar Minggu Ko 15 Jalewria S=iaisn, Tejepon 75415937, 7595004 Fax 758773

24 Juli 2023
- 100.2/2%36 /BED

: Penting

Lampian ;1 |satu) berkas

Hal

: Permohonan Pefunjuk Mekanizme
Aluntansi dan Pelaporan pada APED
terhadap Dukungan Pengembalian
Finjaman KEMFP yang Bersumber dan
DALDEH.

Yth. Ketua Komie Standar Aluntansi Pemenntahan
(KSAP)

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Momor 8 Tahun 2025

tentang

Percepatan Pembentukan Koperasi DesaMelurahan Memh Putih

khususnya dukungan skema pembiayaan melalui pinjaman wntuk modal awal

Kopeasi Desalelwahan Merah Puth, dengan hormat disampaikan hal-hal

sebapgal berikut:

1. Pemabean Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Cam
Finjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desalehrahan Merah Pufih,
mengatur terkait dukungan pengembalian pinjaman serfa akuntansi dan
pelaporan, dengan substansi:

d.

dalam rangka pelaksanaan kegiatan ussha Koperasi Kelurahan Merah
Putih (KEMP), Bank dapat membenkan pembiayaan berspa pirgaman
kepada KEMP. Pinjaman diberikan setelah mendapat persetujuan oleh
Bupati/Wali Kota;

pengembalian pinjaman berupa angswran pokok dan bunga dilakukan
EEMF dengan menyetor ke rekening pembayaran, yang kermudian di
debet odeh Bank;

dalam hal pembayaran berupa angsuran pokok dan bunga pada
rekening pembayaran yang telah jatuh termpo tidak mencukupi, bank
mengajukan pemohonan kepada Kementerian Keuangan untuk
menempatkan DALVDEH ke rekening pembayaran berdasarkan
persetjuan olkh BupstitWali Kota pada saat KEMP mengajukan
pinjaman, berspa pembenan kuasa untuk menggunskan DAUDEH
untuk pembayaran pinjaman KEKMP ketika saldo pada rekening
pembayaran tidak mencukupi;

atas penempatan DALDEH pada rekening pembayaran, mekanisme
aloenfansi  dan  pelaporannya  dicatat pendapatan  fransfer  dan



pengefuaran pembiayaan pada APBD sekaligus ditetapkan sebagal
utang KKMP kepada Pemernntah Daerah;

g. ketentuan mengenai kewenangan, kewajiban, penggunaan DALFDEH,
dan mekanisme persebuuan dan BupatiWal Hota dalam rangka
pendanaan KEMP  distur dengan Peraturan  Menteri  yang
menyelenggarakan wusan Pemenntahan Dalam Megen.

2. Dalam rangka menyusun @ncangan Peraturan Menter Dalam Megeri
sebagaimana dimaksed angka 1 hunf 2, dan memperhatikan ketentuan
Pasal 302 ayat (3] Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerah, menyatakan bahwa Casrah tidak dapat membenkan
j[aminan atas pinjaman pihak kin, distur ketentuan bengpa dukungan
pengembalian pinjaman sebagai bagian dar pemberian fasilitas oleh
Pemerintah Dasrah sebagaimana dimaksed pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Pemenntah Momor 7 Tahun 2021 tenfang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan UMEM =erta sebagai bagian kebijakan
pembenan kebjskan nsentif fiskal Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ketentuan Pasal § Peraturan Pemenntah Momor 24 Tahun
2013 tentang Permberian Insentf dan Kemudahan Investasi di Daersh.

3. Pemberian kebijakan dukungan pengembalian pinjaman sebagaimana
dimakswd pada angka 2, diberikan dalam bentuk persefujuan dan
BupatiWali Kota sebagai syarat pinjaman KEMP ke Bank, dan surat kuasa
kepada Kementerian Keuangan unbuk menempatkan DALVDEH dalam hal
KEMFP mengalami defawlf.

4. Terhadap angka 3 dimaksud, pada rancangan Pemmendagr distur
mekanizme akuntansi dan pelaporan pada APBD dicatat sebagai realisasi
pendapatan fransfer dan belanja.

§  Sshubungan hal tersebut di atas, kami mohon petunjuk darn Kiomite Standar
Akuntansi Pemenntahan (K5AP) berkaitan dengan mekanisme aluntansi
dan pelaporan dwsusnya pencatatan DALVDEH pada APBD ketika terjadi
defaulf apakah mengikuti ketentuan pada angka 1 atau pada angka 4.
Demikian wntuk merjadi maklum, atas perhatian dan kega samanya

divcapkan terima kasih.

an. Direkiur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa

L kzman in Eah SEerce b nps=i sscers seldmosk ol
Eslorwiria Dirskicen | Jencersl Sim Permenmshen Dees

Burprn S ST N5
Pembre Lisme Kods T8
HIF, 1B, 1R 1 OO

Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-T4/K.1/KSAP/IX/2025 04 September 2025
Sifat . Segera
Hal : Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi Pengakuan

Pendapatan atas Implementasi Kebijakan HGBT

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Gedung Sutikno Slamet lantai 12
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-120/AG/AG.6/2025 tanggal 04 Agustus 2025,
hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan perlakuan akuntansi
pengakuan pendapatan atas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu dapat
berpedoman pada surat kami Nomor S-69/K.1/KSAP/2022 tanggal 05 Oktober 2022
sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite.


mailto:sekretariat.ksap@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021)
3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-120/AG/AG.6/2025 4 Agustus 2025
Sifat : Sangat Segera

Lampiran : 6 (enam) berkas

Hal : Permintaan Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi atas Pengakuan Pendapatan

akibat Implementasi HGBT

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2021 Nomor
49.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 28 Mei 2022 (Lampiran 1), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1. Pada LHP dimaksud, terdapat temuan BPK berupa “Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu
(HGBT) Dilaporkan dan Dipertanggungjawabkan secara Tidak Konsisten dengan Transaksi
pada Rekening Migas atas Kewajiban Kontraktual Pemerintah dalam Kegiatan Hulu Migas
(Assume and Discharge) dan Belum Didukung Kebijakan Akuntansi serta Mekanisme
Monitoring dan Evaluasi yang Komprehensif”.

2. Dalam temuan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN untuk
mengevaluasi dan mengkaji kembali PMK Nomor 212/PMK.02/2021 agar penyelesaian
kewajiban pemerintah yang timbul dari Kebijakan HGBT dapat diperlakukan secara
konsisten dengan pengeluaran pemerintah untuk membayar kewajiban kontraktual (assume
and discharge) lainnya.

3. Menindaklanjuti rekomendasi pada angka 2, Direktorat Jenderal Anggaran beserta pihak-
pihak terkait telah melaksanakan upaya penyelesaian sebagai berikut:

a. Berdasarkan undangan SKK Migas nomor SRT-1128/SKKMG2000/2022/S4 tanggal 18
Agustus 2022 (Lampiran 2) sebagaimana telah diubah melalui SRT-
1155/SKKMG2000/2022/S4 tanggal 12 September 2022 (Lampiran 3), pada tanggal 14
September 2022 telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan
Akuntansi Kegiatan Usaha Hulu Migas.

b. Dalam rapat dimaksud, Ibu Dr. Dwi Martani, CA, CPA selaku Wakil Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Ibu Rosita Uli Sinaga, SE, Ak, MM,
CPA, CA, FCMA, CGMA selaku perwakilan dari Kantor Akuntan Publik menyampaikan
pandangan bahwa pengakuan pendapatan menganut konsep konservatif di mana
adanya pengurangan akibat HGBT diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan diakui
sebagai beban. Hal ini konsisten bahwa pendapatan dicatat secara neto. Dengan tidak
diakuinya HGBT sebagai beban, terdapat concern terkait keselarasan dengan
pencatatan atas pemberian berbagai fasilitas insentif perpajakan yang diakui sebagai
tax expenditures. Berkenaan dengan hal tersebut, Ibu Dwi Martani menjelaskan bahwa
hal ini telah selaras dengan PSAP Pendapatan Non Pertukaran yang saat ini tengah
disusun. Tax expenditures tidak dilakukan pengaturan dalam PSAP, mengingat fax
expenditures tidak memenuhi kaidah pengakuan dan pengukuran untuk dapat diakui
dalam Laporan Keuangan. Hal ini sejalan dengan international best practice yang tidak
mengatur hal sejenis. Dalam hal diperlukan pengungkapan informasi, dapat dilaporkan


http://KOPSURAT
http://ALAMAT
http://ALAMAT
http://S-120/AG/AG.6/2025
http://SIFAT
http://LAMPIRAN
http://PERIHAL
http://PERIHAL
http://TUJUAN

2

dalam bentuk laporan lainnya seperti misalnya laporan fiskal (penjelasan lengkap
terdapat dalam notulensi FGD pada Lampiran 4).

c. Dalam rangka menyelesaikan rekomendasi BPK, Direktorat PNBP SDA dan KND, DJA
telah menetapkan Kajian dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor
212 Tahun 2021 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Kaitannya Terhadap
Perlakuan Penyelesaian Kewajiban Pemerintah yang Timbul dari Kebijakan Harga Gas
Bumi Tertentu (HGBT) pada tanggal 6 Desember 2023 (Lampiran 5). Dengan demikian,
rekomendasi tersebut telah disetujui oleh Tim Pembahas BPK RI untuk “Diusulkan
Sesuai” oleh pada forum Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Rekomendasi BPK periode
Semester |1 2022 (Lampiran 6).

4. Namun demikian, pada forum PTL Rekomendasi BPK periode Semester | 2025 yang
dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025, diperoleh konfirmasi dari Tim Pembahas BPK RI
bahwa rekomendasi dimaksud masih belum memperoleh pesetujuan pimpinan BPK
sehingga masih berstatus “Dalam Proses”. Penyampaian pandangan KSAP secara tertulis
kepada DJA diperlukan sebagai kelengkapan agar rekomendasi tersebut pada poin 2 dapat
berstatus “Diusulkan Sesuai”.

5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara untuk dapat
menyampaikan pandangan secara tertulis mengenai perlakuan akuntansi pengakuan
pendapatan atas implementasi kebijakan HGBT (berupa penggunaan bagian negara
untuk mempertahankan bagian KKKS melalui mekanisme bagi hasil sesuai KKS suatu
wilayah kerja) yang pada prakteknya menggunakan pencatatan secara neto, sehingga
tidak mengakui Beban Lain-lain, sebagaimana sebelumnya telah disampaikan pada forum
FGD. Kiranya surat tanggapan formal KSAP disampaikan kepada DJA pada kesempatan
pertama melalui alamat kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id (cc. mahmudi@kemenkeu.go.id
dan fatimah_tasnim@kemenkeu.go.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Penerimaan Negara Bukan
Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan
Negara Dipisahkan

Wawan Sunarjo

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

»"‘:

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat. ksap@gmail.com

Nomor : S-69/K.1/KSAP/IX/2022 05 Oktober 2022
Sifat . Segera
Hal . Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
yang berasal dari perjanjian Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Yth. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam

dan Kekayaan Negara Dipisahkan, DJA
Gedung Sutikno Slamet lantai 12

Jalan Dr. Wahidin No. 1

Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-167/AG/AG.6/2022 tanggal 04 Agustus 2022,

hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 12 Laporan Operasional, paragraf 8
menyatakan:

1.

a.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali;

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban.

Par 8 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan par 7 PSAP 02 Laporan Realisasi
Anggaran Berbasis Kas menyatakan:

a.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah
yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Par 27 PSAP 12 Laporan Operasional menyatakan bahwa “dalam hal besaran pengurang
terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud
dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas
bruto dapat dikecualikan”.

Surat KSAP Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007, perihal Akuntansi dan
Pelaporan atas Pendapatan Migas menjelaskan tentang perlakuan akuntansi dan
pelaporan keuangan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas Perjanjian
Karya Production Sharing (PKPS), yang didasarkan pada model Cost Recovery.
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5. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait pencatatan atas transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas dari Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan model Gross Split, dapat
kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Tembusan:
1.

2

a.

Bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi hasil migas diakui sebagai
Pendapatan-LRA pada saat diterima dalam Rekening Kas Umum Negara.
Sementara itu Pendapatan-LO atas bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi
hasil migas diakui pada saat timbulnya hak pemerintah atau pada saat adanya aliran
masuk sumber daya ekonomi (kas) ke entitas.

Pendapatan negara dari kegiatan hulu migas mencakup seluruh hak negara dikurangi
dengan kewajiban negara yang timbul dari Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH)
maupun peraturan perundang-undangan Yyang terkait. Termasuk kewajiban dalam
pelaksanaan KBH tersebut, antara lain kewajiban pemerintah yang timbul atas
pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan dalam
negeri (DMQ) dan penjualan migas bagian negara melalui penunjukan penjual migas
negara sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM).

Terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir b, pemerintah membayarkan
fee, meliputi DMO fee dan fee penjualan migas yang diperhitungkan sebagai unsur
pengurang dari bagian yang akan diterima oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan
yang diatur pada par 27 PSAP 12.

Pemerintah perlu memberikan pengungkapkan yang memadai atas pengelolaan
transaksi keuangan dari kegiatan hulu migas, termasuk yang berasal dari Perjanjian
KBH dengan model Gross Split, dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultati
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P KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-1 DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUMNG SUTIKMO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN MOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAR POE 3435 TELEPOH
{0} 3840595, FAKSMLE (021} 3847157, SITUS W ARGTARAN KEMERKELL GO0

Maomaor D S1ETAGIAG 82022 04 Agustus 2022
Sifat : Biasa

Lampiran o 1 (zatu) berkas

Hal : Perlakwan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap Transaksi

Tth.

Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas Pefanjian Kontrak Bagi Hasil Gross
Split

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemernintahan

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemerksaan (LHP) Badan Pemerksa Keuangan

(BPE) atas Sistem Pengendalian Intern (SP1) Bendahara Umum Megara (BUN) Tahun 2018,
dengan temuan bahwa Pelaksanaan Kontrak Grozs Spfit Migas belum dilkuti dengan penyusunan
Kebijakan Mekanisme Perhitungan, Morma Waktu, dan Penyetoran PNBP, dapat kami sampaikan
hal-hal sebagai berkut ;

1.

Pada tahum 2017 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan
Peraturan Menter (Permen) ESDM nomor 8 Tahun 2017 jo. Permen ESDM Nomor 52 Tahun
2017 tentang Hontrak Bagi Hasil Gross Spii

Sebagaimana disampaikan dalam LHP dengan skema Kontrak Bagi Hasil (KBH) Gross Splii

a. bagi hasil migas dihitung berdasarkan hasil produksi migas tanpa memperhitungkan Cost
Recovery karena biaya yang timbul sehubungan dengan kepiastan eksplorasi maupun
eksploitasi akan menjadi tanggungan Kontraktor Kontak Kerja Sama (KEKS).

b. tidak ada klausul mengenai azeume and discharge sehingga bagian pemenntah dan lifing
tidak harus diperhitungkan dengan kewsajiban konirakiual . Dengan demikian eaming
process sudah selesal pada saat terjadi penyetoran penerimaan bagian negara.

<. Pengeluaran untuk DMO Fee dan Fee penjualan migas bagian negara pada dasamya
merupakan pengeluaran yang dilakukam Pemerntah atas barangjasa yang diberikan
kepada Pemerintah. Sesuai PSAP Momor 4, Pengertian belanja barang dan jasa adalah
pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya
kurang dar 12 bulan danfstau pemaksian jasa dalam melaksanakan program dan
kegiatan Pemerintahan. Lebih lanjut, klasifikasi Belanja Barang adalah pengeluaran untuk
menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan
jasa yang dipasarkan maupun fidak dipasarkan, dan pengadasn barang yang
dimakswdkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
Dengan demikian pengeluaran DMO Fee dan Fee Penjualan lebih tepat diakui sebagai
belanja.

d. Dalanj1 hal terkait underifting, SKK Migas menjelaskan bahwa dalam skema Grozs Spiit
tidak terdapat overunder Ffling. Mamun masih dimungkinkan adanya koreksi karena
penyesuaian besaran komponen varabel dan progresif yang berpengaruh pada besaran
persentase bagl hasil. Penyelesaian atas koreksi tersebut akan dikompensasikan pada
perhitungan alokasi bagi hasil bulan berjalan.

Menurut BPK. dengan adanya perubahan skema Nelt Splif menjadi Gross Spiit, seharusnya
diperiukan penyempumaan mekanisme penyetoran bagian negara, yaitu penermaan bagian
negara dapat disetor langsung ke rekening Kas Umum Megara (KUN) tanpa melalui rekening
migas, agar idak mempengaruhi penyajian nilai realisasi PHNBEFP SDA Migas yang diimbulkan
karena perbedaan wakiu antara tanggal diterimanya pembayaran ke rekening migas dengan
pemindahbukuan ke rekening KUMN.

BEFK menyatakan dengan adanya perubahan skema KBH belum dikuti dengan perubahan

mekanisme penyetoran penernmaan bagian negara.

Berkenaam dengan pandangan BPE tersebut, Kementerian Keuangan menanggapi bahwa

eaming process dar penenmaan migas yang berasal dar KKKS dengan skema KBH Gross

Spiit masih belum selesai, karena Pemernintah masih memiliki kewajiban untuk menyeleszaikan
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pembayaran OMO Fee dan Fee penjualan migas bagian negara, sebagaimana eaming

process pensrimaan migas yang berasal dar KEKS dengan skema KBH Cost Recovery.

Alas tanggapan butir § distas, BPK berpendapat bahwa saming process dar pensrmaan

migas yang berasal dafi KKES dengan skema KBH Gross Spiit telah selesal, dengan

pertimbangan bahwa

a. DMO merupakan penyerahan migas oleh Kontraktor kepada negara untuk memenuhi
kebutuhan dalam negen. Atas penyerahan tersebut, Pemenntah memberkan Fee kepada
Koniraktor. Dengan demikian, DMO Fee merupakan pembayaran atas migas yang dibeli
Pemerintah untuk memenuhi kebuivhan dalam negara, dan

b. Fee penualan migas bagian negara merupakan pembayaran yang dilakukan Pemerintah
atas Jasa yang diberikan penjual migas bagian negara karena telah melakukan penjualan
migas bagian negara. Dar penjelasan tersebut, dan juga merujuk pada pengeriian belanja
barang dan jasa serta klasifikasi belanja barang dalam PSAP Momor 4 maka pengeluaran
untuk DMO Fee dan Fee Penjualan lebih tepat diakui sebagai belanja.

Selanjuinya BPE merskomendasikan agar membuat Kajian dam menstapkan kebijakan

penystoran penerimaan bagi negara di Rekening KUM untuk kontrak bagi hasil Gross Spiit.

Atas rekomendasi BPE, Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Direktorat PMBEP telah

menindaklanjuti dengan menyusun kajian terkait penerimaan bagian negara dar KBH Gross

Spiif, apakah dapat langsung disetor ke rekening KLUN atau masih disetor ke rekening migas.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat PNBP pada tshun 2019 sebagaimana

bagian lampiran Surat ini, menyampaikan kesimpulan sebagai berkut

a. Pengaturan dalam KBH Cost Recowvery dan skema KBH Gross Spiif memiliki beberapa
kesamaan, baik berupa hak dan kewsjiban antara KEKS dan Pemerintah. Meskipun dalam
KBH Gross ISpit tidak terdapat lagi pengaturan assumed and discharged. MNamun
Pemenntah masih memiliki kewajiban uniuk membayar DMO Fee sebagai kompensasi
atas kewajiban KKKS menyerahkan minyak mentah DMO, selain itu Pemenntah juga
mempunyal kewajiban membayar uwnderiffing migas kepada KEES apabila realisasi
pengambilan  Ifing migas oleh Pemerimtah melampaui spi share yang telsh
diatur’ditetapkan dalam KBH.

b. Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 100 PP NMomor 35 Tahun 2004 tentang Migas,
Pemerniah memiliki kewajiban membayar fee kepada penjual migas bagian negara baik
migas yang berasal dan skema KBH Cost Recowery maupun migas yang berasal dan
skeman KBH Grass Spiit

<. Berkenaan dengan kewajiban hulu migas Pemerintah. ssbagian dana penerimaan hulu
migas digunakan untuk menyelesaikan kewajian Pemenntah kepada KEKS (pengembalian
PPM, DMO Fee dan underifing migas), Direktorat Jenderal Pajak (PEB Migas) Pemda
(Pajak dan Resfribusi Daerah) dan PT Peramina (Perserc) selaku penjual migas bagian
Pemerntah (fee penjualan migas bagian negara)

d. Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, pemerimaan hulu migas masih haros
dipernitungkan dengan kewajiban hulu migas Pemerintah atau dengan kata lain eaming
procezs dan penerimaan tersebut belum selesai/belum final.

Memjuk pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (K5AP) sebagaimana dituangkan

dalam swurat Momor S-80KSAPINV200T tanggal 20 April 2007 perihal Akuntamsi Pelaporan

atas Pendapatan Migas kepada Dirskiur Jenderal Perbendaharaan, yang amtara lain
memberikan pendapat :

a. penerimaan dar FEES belum dapat diakui sebagai pendapatan karena masih
diperhitungkan dengan unsur pengurang (Penerimaan unsur fae kegiatan hulu migas yang
menadi hak BP/SKK Migas dan unsur-unsur yang harus di- reimburze kepada KEES).
K3AF berpendapat penerimaan bagian pemerntah tersebut diklasfikasikan sebagai
‘Fewajiban™ dengan nama akun “Pendapatan Migas yang Ditunda”,

b. pengeluaran uang unfuk membayar fee kegiatan hulu migas dan pembayaran kembali
pengeluaran-pengeluaran yang menjadi hak Kontraktor (penerimaan unsur-unsur yang
harus di-reimburse kepada KKKS) adalah wnsur pengurang (confra account) terhadap
pendapatam Migas yang ditunda. Jadi unsur pengurang pendapatan tersebut bukan
termasuk belanja sebagaimana dimaksud dalam definisi belanja menurut PSAP 01.

Calam  monitoring Tindak Lanjut (TL} rekomendasi BPE, BPK meminta Kemsnteran

Keuangan untuk melakukan Permintaan Pendapat kepada KSAP atas Kajian yang dibuat dan

jawaban dan K3AP atas permintaan tersebut, antara lain Penegasan atas eaming process
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Kontrak Grosz Splt karena rezim konirak Gross Split belum ada pada saat Swrat KSAFP
Momor S-B0ESAPINIZ0O0T tanggal 30 Aprl 2007 dibuat dan disampaikan kepada Digen
Perbendaharaan.

11. Sehubungan dengan angka 10 di atas. kami memohon pemberian pendapat dan KSAP
apakah untuk KBH Gross Split pendapat KSAP dalam S-BVKSAPAVIZ00T masih dapat
dipergunakan sebagai dasar perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi
penerimaan dan pengeluaran kas atas KBH Grozs Spiil, danfatau dalam hal KSAF
mempunyal pandangan lain, kami harapkan pendapat dapat diberikan dalam kesempatan
pertama untuk dapat kami jadikan sebagal progress TL atas temuan BPE R

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samamya, divcapkan tenma kasih.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Penerimaan Megara Bukan
Fajak Sumber Daya Alam dan
Fekayaan Megara Dipisahkan

Kurnia Chairi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaam

2. Direktur Jenderal Anggaran

3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan

5. Direktur Jenderal Anggaran

8. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor . S -79/K.1/KSAP/1X/2025 11 September 2025
Sifat . Segera
Hal . Perlakuan Akuntansi terhadap Hasil Penilaian Tanah

dan/atau Gedung dengan Menggunakan Nilai Wajar

Yth. Bupati Kepulauan Anambas

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/900.1.3.10/279/KDH/SD/06/2025 tanggal
20 Juni 2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian
Laporan Keuangan pada Paragraf 71 menyatakan bahwa “Aset tetap dicatat sebesar
biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset
Tetap:

a. Terkait pengukuran aset tetap:

i. Paragraf 4 meyatakan bahwa “nilai wajar adalah nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk
melakukan transaksi wajar”.

ii. Paragraf 20 menyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan”.

b. Terkait dengan Penilaian Awal Aset Tetap:

i. Paragraf 24 menyatakan bahwa “Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai,
biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh”.

ii. Paragraf 25 menyatakan bahwa “Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah
sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke
pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang
memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan,
ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai
melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai
contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah
melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan
digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset
tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap
tersebut diperoleh”.



iii. Paragraf 26 menyatakan bahwa “Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai
wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan
suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya
perolehan seperti pada paragraf 23. Penilaian kembali yang dimaksud pada
paragraf dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada
penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal’.

c. Terkait dengan aset donasi, paragraf 45 menyatakan bahwa “Aset tetap yang
diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat
perolehan”.

Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap hasil
penilaian aset tetap yang diperoleh dari hibah masyarakat dan pemekaran daerah pada saat
perolehan awal:

1. Sesuaidengan paragraf 71 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan paragraf 20 PSAP
01 Akuntansi Aset Tetap, entitas menilai aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Apabila
penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka
nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2. Nilai wajar merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Aset tetap yang diperoleh
dari hibah atau pemekaran daerah tidak termasuk transaksi wajar karena tidak ada
pertukaran atau penyelesaian kewajiban antar pihak.

3. Dalam rangka penilaian awal aset tetap, entitas dapat meminta pihak yang memiliki
kompetensi melakukan penilaian aset tersebut untuk dijadikan dasar penyajian pada
neraca.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

2
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Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.
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BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
Tarempa, 30 Juni 2025

Nomor  : B/900.1.3.10/ 379 /KDH/SD/06/2025

Sifat

: Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal

Yth.

: Permohonan Akuntansi Terhadap Hasil Penilaian Tanah dan/atau Gedung oleh
Tim KPKNL dengan Menggunakan Nilai Wajar

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di
Jakarta

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan

biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya

perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai

wajar pada saat perolehan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki barang milik daerah berupa
tanah dan bangunan yang diperoleh dari hibah masyarakat dan yang diperoleh dari
pemekaran Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 1994 sampai
dengan 2022 namun belum dilakukan pencatatan dikarenakan tidak ditemukan nilai
perolehan terhadap tanah dan bangunan tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan pengamanan terhadap barang milik
daerah, maka harus dilakukan sertifikasi terhadap seluruh aset berupa tanah milik
Kabupaten Kepulauan Anambas. Akan tetapi, salah satu syarat dan/ atau
kelengkapan administrasi sertifikasi tanah Pemerintah Daerah harus sudah tercatat
pada neraca Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga perlu dilakukan penilaian
terhadap aset berupa tanah tersebut.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penilaian
yang bekerjasama dengan KPKNL Perwakilan Batam yaitu: 61 (enam puluh satu)
bidang tanah dengan total nilai sebesar Rp.133.547.091.000 dan 3 (tiga) unit
bangunan dengan total nilai sebesar Rp. 544.974.000. Adapun rincian data hasil
penilaian tersebut sebagaimana terlampir.

Pada saat pelaksanaan pemeriksaan LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024, Neraca yang diusulkan
sudah mengakomodir hasil penilaian KPKNL Perwakilan Batam pada tahun 2023
tersebut. Akan tetapi, nilai wajar yang dikeluarkan oleh KPKNL Perwakilan Batam
tidak bisa diakui oleh BPK-RI dikarenakan nilai wajar yang dikeluarkan bukan

merupakan nilai wajar (nilai terkini) pada saat perolehan aset melainkan nilai wajar



pada saat dilakukan penilaian oleh KPKNL Perwakilan Batam. Nilai wajar yang
dikeluarkan oleh KPKNL Perwakilan Batam mengacu pada Standar Penilaian
Indonesia (SPI) 102 butir 3.17 yang menyatakan bahwa nilai wajar adalah harga
yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk pengalihan
liabilitas dalam transaksi yang teratur diantara pelaku pasar pada tanggal
pengukuran. Hal ini bertentangan dengan PSAP 07 Paragraf 20.

5. Saat ini masih ada beberapa tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Anambas yang diperoleh dari hibah oleh masyarakat namun belum dilakukan
penilaian karena melihat dari hasil penilaian tahun 2023 yang belum disetujui oleh
BPK untuk dimasukkan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
meminta penjelasan detail perlakuan akuntasinya terhadap permasalahan tersebut
apakah harus mancatat dengan nilai wajar yang telah dikeluarkan oleh KPKNL
Perwakilan Batam atau mencatat dengan nilai perolehan pada saat diterimanya aset
tersebut atau dengan metode lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

7. Sebagai narahubung informasi dan komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi
Saudari Deni Jumiati, SST ( 081372534235 )

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan
terimakasih.

ati Kepulauan Anambas,

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;

2. Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas;

3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor . S-85/K.1/KSAP/IX/2025 24 September 2025
Sifat . Segera
Hal :  Perlakuan Akuntansi Kas dan Piutang

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/900.1.3.10/279/KDH/SD/06/2025 tanggal
20 Juni 2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 tentang Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Operasi yang Dihentikan:

a. Paragraf 27 menyatakan bahwa “Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun
berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan
keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan
tahun berjalan”.

b. Paragraf 31 menyatakan bahwa “Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan
belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan
periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan
pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait”.

2. Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, pada Sub bab 4.2.2 Selisih Kurang Kas

Bila selisih kurang kas belum dapat diidentifikasi, maka diperlukan jurnal koreksi
sementara untuk mengamankan hak pemerintah untuk menyesuaikan saldo catatan
akuntansi dengan saldo fisik yang ada dengan mencatat dalam rekening perantara selisih
kurang kas yang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar.

3. Buletin Teknis Nomor 16 tentang Piutang Berbasis Akrual, pada sub bab 6.2. tentang
Penghentian Pengakuan Piutang, secara umum menyatakan bahwa penghentian
pengakuan piutang dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau
melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Berdasarkan angka 1 s.d. 4 di atas, dapat kami sampaikan bahwa:

1. Terkait dengan Koreksi SiLPA:

- Koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan
kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan
diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.

- Kesalahan atas pencatatan pendapatan yang disajikan pada LRA dan belanja yang
terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut



sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL
dan akun Neraca terkait.

- Tata cara pelaksanaan koreksi dapat dikonsultasikan pada Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerabh.

2. Terkait pos penyisihan piutang yang telah dilakukan pelunasan maka nilai penyisihan
piutangnya akan disesuaikan atau dikurangkan dengan pelunasan yang telah dilakukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite

Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



;m,” PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Telepon/Fax: (0552) 22454

Laman: www.kaltaraprov.go.id Pos-el: kaltaraprov@gmail.com

Tanjung Selor, 25 Agustus 2025

Nomor : 900.1.6/518/BKAD

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Penjelasan Perlakuan Akuntansi Kas dan Piutang

Yth.

di

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

Jakarta

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal yang
masih memerlukan arahan serta penjelasan dari Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP). Hal ini kami anggap penting guna memastikan bahwa proses
akuntansi, pengelolaan, serta pelaporan keuangan yang kami laksanakan senantiasa
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/lbu untuk

memberikan jawaban penjelasan tertulis atas beberapa kondisi berikut:

1.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2024 Audited telah menyajikan Koreksi SiLPA tahun
berjalan sebesar Rp(287.059.613,00) sesuai dengan format ilustrasi Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) pada Buletin Teknis (Bultek) Nomor 14 tentang
Akuntansi Kas pada poin 4.2 Akuntansi Selisih Kas yang menyebutkan bahwa
“Saldo Kas harus disajikan pada Neraca sejumlah Kas yang sebenarnya ada
dengan mengoreksi Saldo SiLPA di Laporan Realisasi Anggaran sebagai
Koreksi SiLPA yang disebabkan Indikasi Penyalahgunaan oleh Bendahara/Staf
Entitas Pelaporan”, dan juga menyajikan Koreksi SiLPA tahun sebelumnya di
dalam akun Jenis 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Sebelumnya di Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp24.996.446,17 yang
merupakan sisa dana BOS Tahun 2023 yang baru teridentifikasi pada
penyusunan LRA Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi,

sebagai berikut:

a. Apakah penyajian Koreksi SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran format
ilustrasi LRA Bultek Nomor 14 hanya berlaku untuk kondisi khusus terdapat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




indikasi penyalahgunaan Kas oleh bendahara atau staf entitas pelaporan yang
menyebabkan adanya ketekoran kas di tahun berjalan saja?

b. Apabila terjadi kondisi selisih lebih atau kurang pada kas yang seharusnya
menambah atau mengurang nilai SiLPA tahun sebelumnya, dan telah dilakukan
koreksi pada tahun berjalan, apakah disajikan pada pos Koreksi SiLPA sesuai
format ilustrasi LRA Bultek Nomor 14 atau disajikan pada pos akun jenis 6.1.01
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya di Penerimaan
Pembiayaan?

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 Audited memperoleh penerimaan kas dari
pelunasan piutang. Atas piutang tersebut sebelumnya telah dilakukan pencatatan
penyisihan piutang berdasarkan umur pokok piutang sesuai ketentuan yang
berlaku.
Dengan adanya penerimaan kas dari pelunasan tersebut, maka nilai penyisihan
piutang yang melekat pada pokok piutang dimaksud perlu dilakukan penyesuaian
melalui penghapusan penyisihan piutang. Adapun pencatatan jurnal yang telah
dilakukan adalah sebagai berikut:

No. Kode Uraian Debet Kredit
1 11.1.10.01 | Penyisihan Piutang Pendapatan XXX
2 | 7.1.02.01 Retribusi Jasa Umum-LO XXX

Berdasarkan dengan hal tersebut,
a. Apakah pencatatan jurnal yang kami lakukan atas penghapusan penyisihan
piutang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya
Bultek Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual?

Besar harapan kami, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat kami peroleh
jawaban dalam bentuk tertulis sebagai dasar kami dalam peningkatan kualitas
laporan keuangan pada periode berikutnya. Selanjutnya, apabila diperlukan
klarifikasi lebih lanjut atau terdapat informasi tambahan yang dibutuhkan, Bapak/Ibu
dapat menghubungi narahubung kami: Linggo (0822-5918-8841).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan jawaban Bapak/lbu, kami ucapkan
terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Kalimantan Utara,

H. Denny Harianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/lV.c
NIP. 197803252002121009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).




KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Il Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor
Sifat
Hal

S-86/K.1/KSAP/I1X/2025 24 September 2025
Segera

Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan atas

Mekanisme Pencatatan atas Rekomendasi

Terhadap Hibah Aset Daerah kepada Yaperti Nias

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor 900.1.15.4/190/BPKD/VI1/2025 tanggal 06
Agustus 2025 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap:

a.

Paragraf 15 menyatakan bahwa “Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui
sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;

- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Paragraf 19 menyatakan bahwa “Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila
terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan
secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan
masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah
yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di
instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti
bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi
pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2. Pada paragraf 4 PSAP Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan dinyatakan
bahwa “Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi
tertentu maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud”.

Terkait mekanisme pencatatan atas rekomendasi terhadap hibah aset daerah kepada Yaperti
Nias dapat kami sampaikan bahwa:

a. Pembatalan hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias atau penghibahan
kembali kepada Pemerintah Kabupaten Nias merupakan transaksi, peristiwa dan kondisi
terkini atas aset yang sebelumnya telah dihibahkan.



b. Untuk itu atas pembatalan hibah tersebut agar diakuntansikan mengikuti ketentuan pada
paragraf 15 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap.

c. Hal-hal teknis dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
selaku pembina keuangan pemerintah daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Nomor . 900.1.15 4/2150/BPKPDVIINZ025 Gido , 06 Agustus 2025

Sifat . Penting

Lampiran -

Hal . Parmohonan Partimbangan feckait
Makansme Pencatatan alas
Rekomendasi terhadap Hibah Aset
Daerah kepada Yaper Nas

Kepada Yth.

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

(KSAP)

di

Jakarta

Menindaklanjutl Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Ulara tentang Hasil Vernifikas|
Akhir Asat Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli atas Tindak Lanjut
Kesapakatan Komisi Pemberantasan Korupel Republik Indonesia terkat Pemekaran Kota
Gunungsitoll Nomor 700/1226/ANSPV/2023 tanggal 23 Mei 2023 terutama yang berkaitan dengan
2 em Aset yang dihbshkan Pemerintah Kabupaten Nias kepada Yayasan Perguruan Tinggi
(Yaperti) Nias yahkni :
a. Tanah Pertapakan Kantor Eks Dinas Pendidikan Kabupaten Nias yang terletak di JI. Karet No 30
Kelurahan fir Kecamatan Gunungsioli;
b. Tanah Pertapakan Kantor Eks Dinas Kominfo Kabupaten Nigs yang terlatak & Ji.Pancasia
No.07 Desa Mudik Kecamatan Gunungsitol.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, disampakan bEDErEPA INfOrMAsi SEDAgA Derkut

1. Pamanntah Kabupaten Nias pada Tahun 2018 melakukan Hibah Tanah Pertapakan Kantor Eks
Dinas Pendidian Kabupaten Nias yang teretak di JI Karet No.30 Kelurahan Nir Kecamatan
Gunungsitol kepada Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias sesuai dengan

. Keputusan Bupati Nias Nomor 028/40NK/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Pelaksanaan
Hibah Berupa Tansh dan Bangunan Eks Dinas Pendidikan Kabupaten Niss Kepada Yayasan

Tinggi Nias

. Naskah Perjanjian Hbah Daersh Nomor 028/1/Tahun 2018 Tentang Pemberian Hbah
Barang Milik Daerah berupa Tamhdm&mwm@odwﬁh&nu%lmmw
Nias kepada Yayasan Perguruan Tinggl Nias Tahun Anggaran 2018

- Berita Acara Serah Terima Nomor 028/611/BPKPAD/2018 Tentang Panyerahan Hbah
BmMﬁDamhempaTmmdeammmGowngmmPerdmmw
Nias kepada Yayasan Perguruan Tinggl Nias Tahun Anggaran 2018,

- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selaku Pengelola Barang Milik Daerah
Nomor 028 /28K [TAMUN 2018 Tentang Penghapusan Berupa Tanah dan Bangunan Eks
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias kepada Yayasan Parguruan Tinggl Nias,

Dengan demikian pada LKPD TA 2018, Pemerintah Kabupaten Nias TIDAK mencatat lagi

aset tersebut dalam Neraca Pamerintah Daersh Kabupaten Nias



2 Pemerintah Kabupaten Nias pada tahun 2020 melakukan Hibah Tanah Perapakan Kantor Eks
Dinas Kominfo Kabupatan Nias yang terletak di JIPancasia No 07 Desa Mudk Kecamatan
Gunungsioll kepada Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Neas sasual dengan

- Keputusan Bupsti Neas Nomor 028/818/K/Tahun 2020 Tentang Penetapan Palaksanaan
Hibah Berupa Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Komunikas: dan Informatiks Kabupaten
Nias Kepada Yayasan Perguruan Tinge Nias

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 02&/5816Tahun 2020 Tentang Pemberian Hitah
Barang Milik Dasrah Berupa Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nigs

. Keputusan Sekretaris Dasrah Kabupaten Nias Selaku Pengelola Barang Mili Daerah Nomor
028/33K/Tahun 2020 Tentang Penghspusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan
Bangunan Kantor Dinass Komunikasi dan Informatica Kabupaten Nias Yang Telah Dihibahkan
Kepads Yayassn Pergurvan Tinggi (YAPERTI) Nias dan Buku Inventars Barang  Milk
Daarah,

Dengan demikian pada LKPD TA 2020, Pemerintah Kabupaten Nias TIDAK mencatat lagi

aset tersebut dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Nias

3. Pemerintah Kabupaten Nias melakukan hibah tersebut di atas dengan mempedomani
Pearaturan Menten Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tertang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah
. Pasal 331 ayat (2) bagian (d) dimana memuat * Pemindantanganan barang milik daerah

berupa tanah daniatau bangunan sebagamana dimaksud pada ayat (1) hurf a tdak
memeriukan persetiyuan DPRD, apabila : (d.) Diperuntuikan bagi Kepantingan Umum;,

- Pmlaasmlalbnim(g)mmmeM'KmoﬂNdommwm&mm
dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut: (g.) Sekolah atau Lembaga Pendidian
non komersial. Dalam hal ini Yayasan Perguruan Tingg! (Yaperti) Nias merupakan Lembaga
Pendidikan Non Komersial yang menaungi STIE Pemda Nas dan IKIP Gunungsitoll yang
merupakan cikal bakal Universitas NIAS.

- Pasal 396 ayat (1) bagian {e) dimana memuat "Hibah barang milik daerah dilakukan dengan
pertimbangan untuk kepantingan: (e.) Pendidikan yang bersifat non komersial

- Pasal 267 ayat (1) dimana memuat "Barang milic daerah dapat dihibahkan apabila
memenuhi persyaratan:

a. bukan merupakan barang rahasa negara;

b, bukan merupakan barang yang menguasal hayat hidup orang banyak; atau

c fidak digunakan |agi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pamernntahan daerah

Kedua Kantor tersebut tidak dipergunakan lag dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintah daersh dan dengan mempertmbangkan Kepentingan dasar Masyarakat dalam

mendapatkan Pendidian dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 Pemerintah Republik

Indonesia dalam meningkatkan akses Pendidkan Tingg di Kepulauan Nias sehingga

ditakukan hibah ke Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nlas

4 Laporan Verifikasl Akhir Aset cleh Inspeiiorat Provinsi Sumatera Ulara member saran agar
Bupatl Nias Memerintahkan Tim Terpadu Verifikasi Aset Pemarintah Kabupaten Nias
melakukan verfikasi terhadap kelengkapan bukb-bukti pelaisanaan hibah berupa Keputusan
tentang Tim Penelitian, Berta Acara Hasil Peneitian, Berita Acara Serah Terima, Naskah
Perjaryan Hibsh Daerah dan Bukt Kepemiikan Penerima Hibah atas asel Kantor Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias dan eks Kantor Dinag Penddikan Kabupaten Nias
kepada Yayasan Perguruan Tinggl Nias, jika ticak dapat clengkapi supaya aset cmaksud
disarahkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Gurwungsitoll dangan
mempedomani Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2008 dan Pasal 402 dan Pasal
404 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1% Tahun 2016 tentang Pedoman Pengaiclaan

Barang Miik Daerah.



Sememara aset tersebut tidak tercetat lag dalam LKPD Pemerintah Kabupaten Neas dan
Partapakan tanah yang sudah dihibahkan telah dicatat sebagai bagian aset Yaperti Nias
tersebut. sedang dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias pasca
pengukuran bersama antara Yaperti Nias dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Niss.
Yayasan Pergurusn Tinggi Nias juga telah melakukan Pembangunanipemeliharaan yang
menambah nilai aset lersebut sebagai bagian dar operasional Universitas Nias sebagai
Godung Rekicrat (eks Kantor Kominfo) dan Gedung Fakultas Ekonomi (Eks Kantor Dinas
Pendxiikan)

Laporan Hasd Pemeriksaan atas sistem pengendalian inlem dan kapatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undcangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023 oleh
Auditarat Utama Keuangan Negara V BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor |
60, B/LHPACVIIL MDN/NS2024 tanggal 27 Mei 2024, dmana ditemukan Permasalshan bahwa
Bupali Nias sebagal pemegang kekuassan BMD dan Sekretaris Daerah selaku Pengelola
Bmmkmopﬁmtdﬂmmnyohwkamﬁmnn«siupommwvmﬂmﬁmm
Pemerintah Katupaten Nias dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli atas Tindak Lanut
Kesepakatan dengan Komisi Pembarantasan Korupsi Republix Indonesia terkait Pemekaran
Kota Gunungsiicli Nomor 7OO1226ANSP/NV/2023 tanggal 23 Mei 2023 BPK
merekomendasikan agar melakukan koordinasi dengan Pemanntah Provinsi Sumatera Utara
serla Pemerintah Kota Guaungsitod terkait hal tersebut, dan Sekretarie Daerah agar lebih
optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengeiolaan barang milic
daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mobon arshan dan perimbangan dalam hal
mekanisme pencatatan kembali kedua aset tersebut berdasarkan saran inspeldorat Provinst
Sumatera Utara dan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Sumatera UMara untuk malakukan
penyerahan Kepada Pemerintah Kota Gunungstoli dengan perbmbangan Cpsi Pembatalan
hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias atau Pihak Yaperti melakukan
Hibah kembali kepada Pemerintah Kabupaten Nias atas aset tersebut Pemerintah
Kabupaten Nias sangat membutuhkan saran/masukan atas hal ini, agar rekomendasi dapat
terfaksana dan tdak mengganggu operasional pendidikan d Universitas Nias untuk
mawuudkan Indonasia Emas 2045

Demiaan disampaikan, stas pematian dan perkenaan Bapak/bu ducapkan termaksasi -

An. BUPATI NIAS




KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor . S - 87/K.1/KSAP/IX/2025 24 September 2025
Sifat . Segera
Hal . Penjelasan Kebijakan Akuntansi Terkait Kartu Kredit

Pemerintah Daerah (KKPD)

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1345/111.04/TUBABA/2025 tanggal Juli
2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian
Laporan Keuangan, dalam Paragraf 8 tentang definisi, dinyatakan bahwa “Belanja adalah
semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan
Realisasi Anggaran Berbasis Kas:

a. Paragraf 31 menyatakan bahwa “Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.

b. Paragraf 32 menyatakan bahwa “Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan”.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 tentang Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi,
dan Operasi yang Dihentikan, pada paragraf 4 tentang definisi menyatakan bahwa
“Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan”.

Berdasarkan hal diatas, dapat kami sampaikan:

1. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada dasarnya merupakan salah
satu sarana yang digunakan dalam rangka pembayaran belanja pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam PSAP 01 dan PSAP 02. Sesuai dengan PSAP 10, kebijakan akuntansi
atas belanja yang pembayarannya dilakukan melalui KKPD dapat dibuat berdasarkan
pengaturan tentang belanja pemerintah.



2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara belanja pada pemerintah daerah dapat
dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam
Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Tuan Rio Senak, Kompioks Perkantoran Pamerintah Daarah
Kabupalen Tulang Bawang Barat, Panaragan 34563

Panaragan, Juli 2025
Nomor 1 900/ 1345/111L.04 /TUBABA /2025

Lampiran ;-

Perihal : Permohonan Penjelasan
Kebijakan Akuntansi Terkait
KKPD

Kepada Yth : Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP)

Di -
JAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklajuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Dacrah (LKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024,
dengan ini dimohon tanggapan KSAP atas hal sebagai berikut:

Kondis: :

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerapkan transaksi
pembayaran menggunakan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Adapun limit KKPD merupakan bagian dari nilai Usng Persedisan (UP) yang
dikelola oleh Bendaham Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
atas pelimpehan dari Bendahara Pengeluaran. Proporsi UP tersebut meliputi UP
tunai sebesar 60% dan UP KKPD sebesar 40% dari besaran UP masing-masing
SKPD.

Tata Cara penggunaan KKPD diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang
Barat Nomor 47 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunasn dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Dacrah,

Berdasarkan pemeriksaan atas penerapan penggunaan KKPD, terdapat
permasalahan sebagai berikut ;

Tagihan KKPD dicetak pada tanggal 20 setiap bulan yang mencakup transaksi
tanggal 21 bulan sebelumnya sampai dengan transaksi tanggal 20 bulan
berkenaan. Berdasarkan pemeriksaan lebih  lanjut, terdapat transaksi
penggunaan KKPD pada tanggal 21 s.d. 30 Desember 2024 pada tagihan KKPD
tanggal 20 Januari 2025 yang dibayarkan pada bulan berikutnya. Atas hal
tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawsng Barat belum menctapkan
kebijakan terkait transaksi KKPD pada akhir tnhun vang ditsgihkan melewati



tahun anggoaran. Atas transaksi KKPD tahun 2024 yang dibayarkan tahun 2025,
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum menyajikan di Laporan
Keuangan

Atas  permasalahan tersebut, BPK-Rl berpendapat bahwa Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menetapkan kebijakan terkait KKPD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima
kasih.

ﬁ!*"m L a .
$P.-F9750502 200112 1 002

Tembusan Yih ;

1. Bupati Tulang Bawang Barat [sehagni laporan);
2. Sekretaris Daornh Tulang Bawang Barar;

3. Kepala HPK-RI Perwakilan Propinsi Lampung:
4. Inspektur Daerah Tulang Bawang Barat.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Il Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 8, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor
Sifat
Hal

8 -92 /K. 1/KSAPNXI2025 September 2025
Segera

Penjelasan Mengenai Perlakuan Akuntansi atas

Transaksi Perpajakan Berdasarkan PSAP 18

Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-108/PB.6/2025 tanggal 12 September
2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 18 tentang Penyajian
Laporan Keuangan:

a.

Paragraf 55 menyatakan bahwa “Entitas pemerintah mengakui aset yang berasal dari
perpajakan pada saat terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset
terpenuhi”

Paragraf 60 menyatakan bahwa “Konsisten dengan definisi aset, kewaijiban, dan
ketentuan pengakuan pendapatan pajak pada paragraf 55, sumber daya perpajakan
yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak, diakui sebagai aset dan
kewajiban (penerimaan di muka) karena (a) peristiwa yang menimbulkan transaksi
perpajakan belum terjadi, dan (b) kriteria pengakuan pendapatan perpajakan belum
terpenuhi (paragraf 55), meskipun entitas telah menerima aliran masuk sumber daya.
Penerimaan di muka yang terkait dengan perpajakan pada dasarnya tidak berbeda
dengan penerimaan di muka transaksi lainnya, karena itu entitas mengakui kewajiban
sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak. Ketika peristiwa kena pajak terjadi,
entitas pemerintah mengeliminasi kewaijiban dan mengakui pendapatan®.

2. Panduan Implementasi PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran

Pl 02 menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
dapat mengatur pelaporan pajak dilakukan setelah periode perpajakan berakhir.
Pemerintah dapat mengetahui nilai pendapatan pajak setelah wajib pajak melakukan
pembayaran atau pelaporan pajak. Pemerintah menentukan nilai pendapatan pajak
berdasarkan informasi yang dimiliki di antara tanggal laporan keuangan sampai
dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi terbit”.

Pl 03 menyatakan bahwa “Pemerintah dapat menetapkan kebijakan mengenai cut off

dan kriteria pengakuan pendapatan dan aset yang timbul dari transaksi perpajakan
berdasarkan PSAP ini".




c. Pl 19 menyatakan bahwa “Sumber daya yang diterima dari pembayaran wajib pajak
sebelum terjadinya peristiwa kena pajak adalah penerimaan di muka atas pajak.
Aliran masuk sumber daya yang belum memenuhi persyaratan peristiwa kena pajak
belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan perpajakan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:

1. Terhadap SKP yang belum disetujui dan telah dilakukan pembayaran oleh WP sampai
dengan tanggal pelaporan keuangan 2024, karena laporan keuangan 2024 sudah
diotorisasi terbit dan pendapatan telah diakui oleh pemerintah maka SKP yang belum
disetujui tersebut akan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan mengurangi
ekuitas. SKP yang belum disetujui dan telah dibayarkan oleh WP harus dipastikan
kejelasan kasus sengketa pajaknya sebelum diakui dalam laporan keuangan.

2. Terkait dengan masa transisi penerapan awal PSAP 18 pada tahun 2026, entitas
mengakui penerimaan pada awal tahun 2026 (Januari — Maret atau cut off yang ditetapkan
pemerintah) atas pajak tahun 2025 sebagai penambah ekuitas akhir tahun 2025.
Selanjutnya pada laporan keuangan tahun 2026 akan ditambahkan penerimaan atas
pajak pada awal tahun 2027 yang merupakan pajak tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:;

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif: dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsuitatif.
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Nomor . §-108/PB 6/2025 12 September 2025

Sifat

. Biasa
A Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Perpajakan
WIWMTMMW

Yth. Ketua Komite Kena Standar Akuntansi Pemerintahan

implementasi PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi non Pertukaran

Sehubungan dengan
yang akan berlaku mulai tahun 2026, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara umum. pengaturan mengenai transaksi Perpajakan berdasarkan Standar Akuntansi
Pemerintahan adalah sebagai berikut

b.

. Dalam PSAP 02 LRA berbasis Kas, diatur bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat
diterima pada RKUN/RKUD.

Dalam Paragraf 27 PSAP 18 Pendapatan dan Transaksi non Pertukaran, disebutkan
bahwa penermaan di muka atas pajak merupakan kas yang ditenima sebelum terjadinya
peristiwa kena pajak.

Panduan Implementasi 02 - Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat
mengatur pelaporan pajak dilakukan setelah periode perpajakan berakhir. Pemerintah
dapat mengetahui nilai pendapatan pajak setelah wajib pajak melakukan pembayaran
atau pelaporan pajak. Pemerintah menentukan nilai pendapatan pajak berdasarkan
informasi yang cimilki di antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal
laporan keuangan diotorisasi terbit.

2. Namun demikian, dalam penerapan PSAP 18 terdapat beberapa permasalahan yaitu:

Pencatatan Pendapatan Diterima di Muka atas SKP yang Tidak disetujui Wajib Pajak

1) Berdasarkan Panduan Implementasi 18 dan 19 PSAP 18 tersebut, disebutkan bahwa
Wajb Pajak dapat mengajukan banding atas pajak yang tidak disetujui. Pembayaran
#mmummmwmuﬂd

2)3¢MWPSAP18 terhadap nilal yang tidak disetujul oleh WP namun
wmmmmmwmmm

3lmmw.wuw31mm.wuuom
Diterima di Muka sebesar Rp 160 triliun yang berasal dari SKP yang tidak disetujul oleh
Wajib Pajak namun sudah disetor dan masih dalam proses hukum.

Perbedaan Periode Perpajakan dengan Periode Pelaporan Keuangan

1) Berdasarkan Panduan Implementasi PSAP 18, disebutkan bahwa periode pajak
berbeda dengan periode pelaporan keuangan. Dalam hal ini, periode pajak dimulai dari
April 20X0 s.d. Maret 20X1, sementara periode pelaporan keuangan dimulai dari
Januari s.d. Desember 20X0. Oleh karena itu. setoran pajak Januar-Maret 20X 1 yang
masih terkait dengan masa pajak 20X0 harus disesuaikan dalam LK 20X0, sepanjang
LK tahun 20X0 audited belum diterbitkan

2) Untuk implementasi PSAP 18 pertama kali pada tahun 2026, periu ada kebijakan cut-
off khusus atas transaksi pajak Januari-Maret 2026 yang merupakan masa pajak 2025,

" agar konsistensi pelaporan terjaga.




2
3. Berdasarkan permasatahan tersebut d alas, sehubungan dengen implamentast awal PSAP

18. mohon dapat diberikan pendapatiorahan alas hal-ha! berikut’

a. Terhadap niay SKP yang hdak digetuiul oleh WP sampar dengan 37 Desember 2024
sebesar 160 T dan akan diiakukan reklagifikasi ke Pendapotan Ditenma d Muka pada awal
whun 2025, apakah dwatal sebaga) pengurang realisnsi Pendapaton Perpajakan - LO
izhun beralan ooy dicatal sebaga) pengurang Ekuitas?

‘b Dalam masy wangisl peretdpdh dwal PSAP 18 pada tahin 2026, atas transoks seloran

pajak yang teradi pada periode Januan-Marel 2026 yang merupakan masa pajak 2025,
apakah peru diakukan penyesuaian pada LK 2026, menginga laporan gudited tahun 2025
telaf diterbitkan?

- Denvkian disampatkan. alas perhatian dan kerja samanya divcapkan fenma kasth,

Direktur Akuntansi dan Pelgporan
Keuangan

Chalimah Pughastug




KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
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Nomor
Sifat
Hal

S - 99/K.1/KSAP/X/2025 28 Oktober 2025
Segera

Tanggapan atas Permintaan Penjelasan

Terkait Pencatatan Aset Tanah

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor 900/1324/111.04/TUBABA/2025 tanggal 27 Juli
2025 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat dimaksud disampaikan bahwa:

a.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (“Pemkab Tubaba”) melakukan
pengadaan tanah untuk pelebaran jalan kabupaten dan jalan provinsi.

Penilaian oleh KJPP telah dilakukan untuk ganti kerugian kepada masyarakat yang
terdampak pelebaran jalan tersebut.

Objek yang akan dilakukan ganti kerugian adalah bangunan dan/atau tanam tumbuh
yang berada di atas tanah. Adapun tanahnya sendiri diperoleh Pemkab Tubaba melalui
mekanisme hibah dari masyarakat.

Pembayaran ganti kerugian baru dilakukan sebagian, karena mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

Dalam LKPD Pemkab Tubaba dilaporkan:

1) Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sebagai belanja modal untuk
ganti kerugian atas bangunan dan/atau tanam tumbuh milik masyarakat.

2) Pada Neraca disajikan sebagai aset tetap berupa tanah (atas ganti kerugian dan
tanah dalam pengerjaan)

Dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terdapat temuan terkait pencatatan
aset pada KDP jalan kabupaten dan utang untuk KDP jalan kabupaten tidak sesuai
dengan ketentuan.

BPK meminta Pemkab Tubaba meminta konfirmasi kepada KSAP terkait perlakuan
akuntansi yang telah dilakukan tersebut.

2. Selanjutnya Saudara memintakan pendapat KSAP mengenai:

a. Pos belanja untuk mencatat ganti kerugian atas bangunan dan/atau tanam tumbuh di

atas tanah.

b. Pencatatan atas ganti kerugian yang telah dibayarkan oleh Pemkab Tubaba.

c. Pencatatan atas aset yang belum dibayarkan oleh Pemkab Tubaba.

3. Merespon pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

a. Pos belanja untuk mencatat kerugian

1) Mengacu pada paragraf 37 PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran,
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi



manfaat lebih dari satu periode akuntansi — termasuk di dalamnya untuk perolehan
tanah — dicatat sebagai belanja modal.

Dalam hal pengeluaran yang dilakukan Pemkab Tubaba memenuhi kriteria
paragraf 37 PSAP 02 maka dapat dicatat pada pos belanja modal, termasuk juga
pemenuhan kriteria pengakuan aset tetap yang menjadi objek perolehan belanja
modal.

b. Pencatatan atas ganti kerugian yang telah dibayarkan

1)

2)

5)

Mempertimbangkan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah adalah untuk
objek berupa bangunan dan/atau tanam tumbuh, maka untuk mencatatnya
sebagai aset tetap Saudara perlu memastikan bahwa memang terdapat aset
berwujud berupa tanah yang telah atau akan dimiliki oleh Pemkab Tubaba.

Hal tersebut selaras dengan definisi aset tetap pada paragraf 4 PSAP Nomor 07
Akuntansi Aset Tetap yaitu aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
umum.

Pembayaran ganti kerugian untuk bangunan dan/atau tanam tumbuh di atas tanah
termasuk komponen biaya perolehan tanah sebagai pada paragraf 28 PSAP 07
yaitu biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset
tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan.

Dalam hal aset berwujud berupa tanah — sebagaimana disebutkan pada surat
Saudara diperoleh melalui mekanisme hibah dari masyarakat — telah diakui di
neraca, maka pembayaran ganti kerugian atas bangunan dan/atau tanam tumbuh
dapat menjadi penambah jumlah tercatat aset tetap berupa tanah.

Selanjutnya, atas pembayaran ganti kerugian atas bangunan dan/atau tanam
tumbuh yang dilakukan sebelum pengakuan aset berwujud, dapat dicatat sebagai
konstruksi dalam pengerjaan, apabila memenuhi ketentuan pada PSAP Nomor 08
Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan yaitu

a) definisi pada paragraf 6 yaitu aset-aset tetap sedang dalam proses
pembangunan serta

b) ruang lingkup pada paragraf 7 bahwa konstruksi dalam pengerjaan termasuk
tanah yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan
suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

c. Pencatatan atas ganti kerugian yang belum dibayarkan

1)

2)

Atas ganti kerugian yang belum dibayarkan dapat diakui sebagai kewajiban
apabila memenuhi definisi dan kriteria menurut:

a) paragraf 5 PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban yaitu kewajiban adalah
utang yang timbul dari peristwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

b) Paragraf 18 PSAP 09 yaitu kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa
biaya perolehan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan
kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban
tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara andal.

c) Paragraf 35 PSAP 09 yaitu pada saat pemerintah menerima hak atas barang,
termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah
harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang
tersebut

Nilai ganti kerugian yang belum dibayarkan dapat diakui sebagai aset tetap atau
konstruksi dalam pengerjaan apabila memenuhi kriteria pengakuan menurut:



a) Paragraf 15 PSAP 07 yaitu bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat
ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan
handal

b) Paragraf 14 PSAP 08 yaitu bahwa suatu benda berwujud harus diakui
sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa
manfaat ekonomi masa yang akan dapat berkaitan dengan aset tersebut
akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

4. Dalam merumuskan kebijakan akuntansi dan menyusn laporan keuangan, Pemkab Tubaba
harus menggunakan pertimbangannya dalam menganalisis transaksi dan/atau peristiwa.
Pertimbangan tersebut meliputi seluruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
berlaku dan tidak terbatas pada PSAP yang kami sebutkan di atas, serta tetap
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pemkab Tubaba juga dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Daerah selaku unit yang mengkoordinasikan kebijakan akuntansi pemerintah daerah,
dalam merumuskan perlakuan akuntansi yang tepat untuk transaksi yang dilakukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

’

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif;

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Kompleks Perkantoran Pemerintah Deerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34500

Panaragan, 27 Juli 2025

Nomor 1900/ 133y JHLO4/TUBABA/ 2025

Lampiran -

Perthal  : Permohonan Penjelasan terkait
Pencatatan Aget Tanah

Kepada Yth : Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAF)

Di -
JAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklajuti Laporan Hasil Pemeniksaan (LHP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024, dengan
ini dimohon tanggapan KSAP atas hal - hal sebagal berikut

1. Kondisi :
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan kegiatan pelebaran
jalan kabupaten dan jalan provinsi sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan penilaian
besaran yang akan dikenakan ganti rugt kepada masyarakal atas dampak
pelebaran jalan terscbut;

b, Penentuan nilai ganti rugl berdasarkan hasil penilaian oleh Kantor Jasa
Penilai Publik {(KJPP);

¢, Objek pengenaan ganti rugi tersebut adalah bangunan dan/atau tanam
tumbuh vang berada di atas tanah yang terkena dampak pelebaran jalan, dan
tanah untuk pelebaran jalan dimaksud diberikan oleh masyarakat kepada
pemerintah daerah melalul mekanisme hibah;

d. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan pembayaran
schagian ganti rugi tersebut dan sebagian lagi belum dibayarkan, mengingat
dan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah,

2. Penganggaran, Pelaporan, dan Pencatatan Aset

Atas kondisi pada Point | (satu) tersebut di atas, pada LKPD Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 disajikan !

a. Penganggaran
Pemerintah  Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan penganggaran

untuk belanja ganti rugi bangunan dan_/_ggag tanam tumbuh sebagal bertkut:
Reede Ursaun I Pagu ‘ Ket '
320500004007 | Melangs Madal Tacah sacuk Jadan | 23000 xex, - ! Gl rug Seoygunan San b tanam besbah

| peleem jubin




b. Pelaporan

Pada Laporan Neraca disajikan sebagai berikut :

Kode Alus Busen Aksn Debet (Rp) | Kredst | Ketersnpan

LA0BOLOLONEY | Keestruksd  Dalum  Pengeriinm | oo g - Pejurnadon s el rop
Lapangus Tanud unsak Jdus bangunes  dan/otws  tasam

200500010023 | Wang Oelsojn  Nodd  Tansd Rk | b'mm m% y
Lapsarppee-Tansdy untuk Jabie

120601010020 | Koostruksl  Dudisn  Pergierjie wooxes | Pojurmle  gax  pet
Lapangan-Tanah unsak Jabon bangunie  dan/atee  tesam

20060601003 | Viang Belisin Mok Tuds | sxxosex, LTI Bt S
Lapangan Tanah useak Jodon

¢. Pencatatan Aset

Untuk Pencataan Asel pada Kartu Inventaris Barang, disajikan sebagai
berikut :

NodeBarang |  MemaBarang Node Reg "“%“""‘ Ketcrsgen
LALASYS | Tansh  Untuk  Jnbn | o *umo s | Pencasaton oset atns gantl rug bangunm
Kebsupiden din/stan  insan  Susboh ey selah
Aayarkan Weh Peosesrintah Doerah
L36LLLE | Ysal Dvtlan | xsex st | lencatatun weel atus puntl rug busgunan
Pesipeajoan da/etan losam  tasbol vaog  behe
titeraekan oieh Pemerintah Daerah

3. Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung

Atas Pencatatan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Barat, BPK-RI berpendapat bahwa pencatatan aset pada KDP jalan kabupaten
dan utang untuk KDP Jalan Kabupaten tidak sesuai dengan ketentuan.

Guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan dimaksud, dengan ini dimohon pendapat
KSAP terkait perlakuan sebagni berilut :

1. Pada kode rekening apakah penganggaran belanja ganti rugi bangunan
dan/atau tanam tumbuh tersebut ?

2. Bagaimana proses penjumalan atas ganti rug vang telah dibayarkan olch
pemerintah daerah untuk pelebaran jalan kabupaten dan jalan propinsi ?

3. Bagaimana proses penjumalan dan pencatatan aset atas belum terbayarnya
ganti rugi oleh pemerintah dacrah ?

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima kasih,




KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor . S -100/K.1/KSAP/X/2025 28 Oktober 2025
Sifat . Segera
Hal . Penjelasan Terkait Perlakuan Akuntansi

Pembayaran Tagihan

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900.1.3.1/5676/429.513/2025 tanggal 15
September 2025 hal Permohonan Pendapat Perlakuan Akuntansi, dapat disampaikan sebagai
berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian
Laporan Keuangan, dalam Paragraf 8 tentang definisi, dinyatakan bahwa

a. “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.

b. “Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi
aset atau timbulnya kewajiban”.

c. “Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah”.

d. “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

e. “Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah”.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan
Realisasi Anggaran Berbasis Kas, pada Paragraf 31 menyatakan bahwa “Belanja diakui
pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.



Berdasarkan hal diatas, dapat kami sampaikan:

1. Pembayaran pengadaan barang Pemkab Banyuwangi yang telah dilaksanakan namun
masih tertahan di rekening PT. Telkom selaku pengelola portal, diperlakukan sebagai:

a. Realisasi belanja yang disajikan pada LRA sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 01
Paragraf 8 dan PSAP 02 Paragraf 31,

b. Beban yang disajikan pada LO sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 01 Paragraf 8
dan PSAP 12 Paragraf 32, jika pengadaan yang dilakukan tidak menghasilkan aset,

c. Jika pengadaan yang dilakukan menghasilkan aset dan aset tersebut telah
diserahterimakan oleh penyedia, maka aset tersebut disajikan pada neraca sesuai
dengan ketentuan dalam PSAP 01 Paragraf 8

2. Adapun mengenai status pembayaran tagihan yang masih menggantung pada rekening
PT. Telkom, maka:

a. Dana dalam rekening tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan aset Pemkab
Banyuwangi dengan pertimbangan bahwa rekening tersebut tidak dikuasai dan/atau
dimiliki oleh Pemkab Banyuwangi sehingga tidak memenuhi definisi aset pada PSAP
01 Paragraf 8,

b. Kewajiban penyaluran dana dari rekening tersebut ke penyedia bukan merupakan
kewajiban Pemkab Banyuwangi karena penyelesaian penyaluran dana tersebut tidak
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemkab Banyuwangi sehingga
tidak memenuhi definisi kewajiban pada PSAP 01 Paragraf 8,

c. Namun Pemkab Banyuwangi dapat mengungkapkan fakta-fakta yang ada terkait
status pembayaran tagihan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian mengenai kegagalan proses
pembayaran tagihan tersebut kiranya dapat dikonsultasikan kepada pengelola INAPROC
yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT. Telkom.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Adi Sucipto Nomor 28, Tamanbaru, Banyuwangi, Jawa Timur 68416
Telepon (0333) 414062, Faksimile (0333) 414061
Pos-jel bpkad@banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 15 September 2025

Nomor . 900.1.3.1/5676/429.513/2025 Yth. Komite Standar Akuntansi
Sifat . Segera Pemerintah
Lampiran : - di Jakarta
Hal . Pemohonan Pendapat Perlakuan
Akuntansi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang
Percepalan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan PT Telkom
Indonesia meluncurkan Manajemen Akun Terpusat Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE) yang disebut INAPROC, yang disebutkan dalam Peraturan Presiden tersebut, wajib
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan proses bisnis pengadaan
barang melalui INAPROC, pada sistem sebelumnya berjalan lancar yaitu dari rekening Kas
Daerah dikirim langsung ke rekening rekanan. Sedangkan, proses bisnis yang berlaku pada
saat ini, yaitu pembayaran tagihan dari rekening Kas Daerah dikirim ke rekening Telkom,
baru kemudian dikirim ke rekening pihak rekanan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
menemukan kendala yaitu kegagalan dalam pembayaran tagihan ke pihak rekanan.
Kegagalan yang dimaksud yakni, proses pembayaran tagihan yang sudah Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi bayarkan ke pihak rekanan, tertahan pada rekening Telkom dan
belum sampai ke rekening rekanan hingga surat ini dibuat.

Sebagai tambahan informasi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah beberapa
kali melakukan pengaduan kepada pusat bantuan INAPROC selama empat bulan, tetapi
belum terdapat solusi yang memadai. Sehingga sampai surat ini selesai dibuat, dana
pembayaran tagihan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, masih
tertahan di rekening Telkom.

Mengingat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin dekat,
maka kami mohon petunjuk bagaimana pengakuan, perlakuan akuntansi, dan penyajian
pada Laporan Keuangan, apabila hingga akhir tahun pembayaran tagihan sebagaimana
disebutkan diatas belum sampai ke pihak rekanan.

Atas saran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.




KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-115/K.1/KSAP/XI/2025 20 November 2025
Sifat . Segera
Hal : Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi Pengakuan

Pendapatan atas Kekurangan SBP Hasil Audit BPKP

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Gedung Sutikno Slamet lantai 12
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-150/AG/AG.6/2025 tanggal 16 Oktober 2025,
hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan perlakuan akuntansi
pengakuan pendapatan atas pencatatan pendapatan kekurangan Setoran Bagian Pemerintah
atas hasil audit BPKP dapat berpedoman pada surat kami Nomor S-69/K.1/KSAP/X/2022
tanggal 05 Oktober 2022 sebagaimana terlampir.

Terkait dengan pengukuran kekurangan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) dari kegiatan
usaha panas bumi dapat kami sampaikan bahwa secara umum pengakuan dan pengukuran
pendapatannya dapat mengacu pada PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran
dimana:

1. Paragraf 11 menyatakan bahwa “Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat
ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau yang akan diterima oleh
entitas, yang menggambarkan adanya kenaikan aset bersih/ekuitas”

2. Paragraf 44 menyatakan bahwa “Pendapatan dari transaksi nonpertukaran diukur
sebesar nilai peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah dapat membuat kebijakan akuntansi mengenai
pengakuan dan pengukuran pendapatan (termasuk mengenai Setoran Bagian Pemerintah)
mengacu pada adanya kenaikan aset bersih entitas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a Komite Kerja,

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite.


mailto:sekretariat.ksap@gmail.com

KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRUAD! PRAPTOSUHARDJIO Il Lantai 3
Jh BUDE UTOMO NQ. & JAKARTA 19710
WO www ksap orglomal: sokeolarat xsapgomak com

Nomor - S BO/K 1KSAPIMN/2022 05 Oktober 2022
Sifat - Seagera
Hal Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

alas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
yang berasal darl perjanjian Kontrak Bagl Hasll Gross Spiit

Yth Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam

dan Kekayaan Negara Dipisahkan, DJA
Gedung Sutikno Slamet lantai 12

Jalan Dr. Wahidin Na_ 1

Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-167/AGIAG.6/2022 tanggal 04 Agustus 2022,

hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:
PEAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 12 Laporan Operasional, paragraf 8
menyatakan:

1.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakul sebagai penambah
ekultas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kemball;

Rehan adatah panurunan manfaat ekonami atau patensi jasa dalam periode pelaparan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
tmbulnya kewajiban.

Par B PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan par 7 PSAP 02 Laporan Reahsasi
Anggaran Bernasis Ras menyatakan:

Pondapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daarah
vang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemenntah.

Belanja adalah semua pengeluaran darl Rekening Kas Umum MNegara/Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
fidak akan diperoleh pembayarannya kemball oleh pemerintah.

. Par 27 PSAP 12 Laporan Operasional menyatakan bahwa “dalam hal besaran pengurang

terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud
dai lidak dapdtl Ji estinasi lelebill dahulu dikarenahan pruses beluim selesai, immaha asas
bruto dapat dikecualikan”.

Surat KSAP Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007, perihal Akuntansi dan
Pelaporan atas Pendapatan Migas menjelaskan tentang perlakuan akuntansi dan
pelaporan keuangan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas Perjanjian
Karya Froguction Snanng (PKFS), yang aloasarkan pada model Cost Recovery.



5. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkall pencatatan atas transaks: penerimaan dan
pengeluaran kas dari Penanjian Kontrak Bag Hasil (KBH) dengan model Gross Spirf, dapat
lami sompalkan boborapa hal cobagal berlkul:

Tembusan:
1,

2.

Bagion pemerintah darl perjanjian kontrak bagi hasil migas diskui sebagai
Pendapatan-LRA pada sast dilerima dalam Rekening Kas Umum Negara.
Sementara Itu Pendapatan-LO atas bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi
nasd migas diakul pada saat timbulnya hak pemerintah stau pada saat adanys allran
masuk sumber daya ekonomi (kas) ka antitas.

Pondapatan nogara dari kegatan hulu migas mensakup seluruh hak nagara dikurangi
dengan kewajiban negara yang timbul dari Perjanjian Kontrak Bagl Hasil (KBH)
maupun peraturan perundang — undangan yang terkail. Termasuk kewajiban dalam
pelaksanaun KBH lersebul, antara lain kewajiban pemeriniah yang timbul atas
pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperiuan dalam
neger (DMQ) dan penjualan migas bagian negara melakui penunjukan penjual migas
negara sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM),

Tulliadudp hewdjiban sebayannana dimaksud pada bulis b, pemerintah membayarkan
fes, meliputi DMO fee dan fee penjualan migas yang diperhitungkan sebagai unsur
pengurang dari baglan yang akan diterima oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan
yang diatur pada par 27 PSAP 12,

Pemerintah perlu memberikan pengungkapkan yang memadai atas pengelolaan
transakal keuangen darl kegloton hulu miges, tarmoouk yang berasal dari Perjanjian
KBH dengan model Gross Splif, dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Domikian kami sampaikan, atas garhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaky Ketua Komile

Konsultatif
Direkiur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementenan Ualam Negen selaku Wakil Ketua

Komite Kansultah
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Momaor D 3-150/AGIAG.BI2025 16 Oktober 2025

Sifat . Segera

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Hal . Permintaan Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi atas Pencatatan Pendapatan
Kekurangan SBP Hasil Audit BPKP

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHF) Badan Pemeriksa Keuangan

(BPFK) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Bendahara Umum MNegara (BUN} Tahun 2021  Nomor
49 bILHPMAXWVI05/2022 tanggal 28 Mei 2022 (Lampiran 1), dapat kami sampaikan sebagal berikut:

1.

2.

Dalam LHF dimaksud, BPK menyampaikan temuan berupa "Pencatatan Pendapatan atas
kekurangan SBP hasil audit BPKP pada LO tidak mencerminkan keadaan sebenarnya”.
BPK menyampaikan bahwa sesuai PMK 204/PMK.02/2018 pada poin pengaturan khusus
diatur bahwa apabila pada tahun berjalan terdapat transaksi atas penerimaan setoran bagian
pemerintah atas kegiatan tahun sebelumnya yang disebabkan karena kekurangan SBP hasil
audit BPKF, maka akan diakui sebagai pendapatan tahun berjalan yang dilaporkan dalam
LO. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP setiap tahunnya adalah pemeriksaan atas
kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemerintah pada Kontrakior Panas Bumi tahun
anggaran yang lalu. Dengan demikian, secara substansi kekurangan SBP hasil audit BPFKP
merupakan pendapatan operasicnal atau dihitung dari Net Operating Income (NOI) tahun
anggaran yang lalu. Sementara LO merupakan laporan yang menyvediakan informasi
mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya
menggambarkan pendapatan, beban, dan surplus defisit operasional dalam suatu periode
pelaporan tertentu. Oleh karena itu, kekurangan SBP hasil audit BPFKP tidak seharusnya
dicatat sebagai pendapatan - LO karena kekurangan tersebut merupakan bagian dari
pendapatan pengusaha pada tahun anggaran yang lalu, melainkan dicatat sebagai Koreksi
Lain-lain - LPE.

. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN unfuk

menyempurmnakan ketentuan pada PMK MNomor 221PME.02/2021 jo. PME Momor
204PME.02/2018 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP dari Kegiatan Usaha Panas
Bumi, khususnya terkait penyetoran kekurangan SBF hasil audit BPFKP agar pencatatan
Pendapatan atas kekurangan SBP hasil audit BPEP mencerminkan keadaan sebenamya.

. Menindaklanjuti rekomendasi pada angka 3, Direktorat Jenderal Anggaran bersama pihak-

pihak terkait telah melaksanakan beberapa langkah penyelesaian sebagai berikut:

a. Telah diterbitkan PMK Nomor 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi
PMNEF dari Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagai dasar pencatatan dan pelaporan
akuntansi PNBP panas bumi (Lampiran 2).

b. Berdasarkan undangan Direktur PNEP SDA dan KND Nomor UND-6G/AG G/2024
tanggal 21 Februar 2024, pada tanggal 22 Februari 2024 telah dilaksanakan rapat
pembahasan perlakuan akuntansi atas pendapatan dan kekurangan Setoran Bagian
Pemerintah (SBP) atas hasil audit BPKFP terhadap pengusaha panas bumi, yang dihadin
oleh perwakilan dari Direktorat APK-DJPD, Biro Perencanaan dan Keuangan-3etjen,
Sekretariat Ditjen Pajak, dan Inspekforat V' (Laporan Rapat - Lampiran 3).
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c. Berdasarkan hasil pembahasan pada rapat dimaksud, disepakati bahwa perlakuan
pencatatan kekurangan SBP hasil audit dicatat sebagal Pendapatan LO, dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Laporan keuangan telah disusun secara andal sesuai dokumen yang diterima,
sehingga pencatatan sebagai koreksi lain-lain dinilai kurang tepat, karena
penagihan hasil audit bukan dikarenakan adanya kesalahan pada entitas pelaporan.

2) Direktorat APK dan Sekretariat DJP menyampaikan bahwa proses penyetoran
Setoran Bagian Pemerintah (SBP) dalam pengusahaan panas bumi memiliki
kesamaan dengan mekanisme perpajakan berbasis seff~assessment dan official
assessment. Badan Usaha melakukan perhitungan dan penyetoran SBP secara seif-
assessment setiap triwulan, yang kemudian diaudit cleh BPKP untuk menelit
kebenaran perhitungannya. Hasil audit tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat
Ketetapan MNihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar sebagai bentuk official
assessment. Hal ini sejalan dengan praktik akuntansi perpajakan sebagaimana
diatur dalam Buletin Tekniz Momor 24 tentang Akuntansi Perpajakan, yang
mengatur bahwa setelah dilakukan pemerikzaan dan diterbitkan SKPKB sebagai
bentuk official assessment, maka pencatatannya diakui sebagai pendapatan LO
pada tahun diterbitkannya SKPKB, bukan sebagai koreksi lain-lain.

3) Meskipun penerimaan panas bumi memiliki karakteristik serupa dengan migas
karena memiliki egaming process, namun demikian juga memiliki perbedaan antara
lain perlakuan untuk kurang bayar hasil audit pada panas bumi ditagihkan,
sedangkan pada migas dilakukan melalui koreksi cost recovery dan overrunderifting

5. Namun demikian, pada forum PTL Rekomendasi BPK pericde Semester | 2025 yang
dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025, diperoleh konfirmasi dari Tim Pembahas BPK Rl
barwa rekomendasi dimaksud masih belum memperoleh persefujuan pimpinan BPK
sehingga masih berstatus "Dalam Proses”. Penyampaian pandangan KSAP secara terfulis
kepada DJA diperiukan sebagai kelengkapan agar rekomendasi tersebut pada poin 2 dapat
berstatus "Diusulkan Sesual”.

6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat
menyampaikan pandangan tertulis mengenai perlakuan akuntansi atas pencatatan
Pendapatan atas Kekurangan SBP hasil audit BPKP. Kiranya surat tanggapan formal
KSAP disampaikan kepada DJA pada kesempatan pertama melalui alamat
kemenkeyu primef@kemenkeu.go.id (oo bangkit. suryaif@kemenkew. go.id dan

kuznanda imam@Pkemenkeu. go.id),
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Penerimaan Megara Bukan
Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan
Megara Dipizahkan

Wawan Sunarjo

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

%
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor . S -124/K.A/KSAP/XI11/2025 15 Desember 2025
Sifat . Segera
Hal . Konsultasi Mengenai Perlakuan Akuntansi atas

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo Il Lantai 1-2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Sehubungan dengan surat Saudari nomor S-118/PB.6/2025 tanggal 07 Oktober 2025
hal sebagaimana pokok surat, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudari menyampaikan informasi dan meminta konsultasi sebagai berikut:

a. Bendahara Umum Negara melakukan transaksi menempatkan sebagian dana yang
didefinisikan sebagai bagian SAL Pemerintah yang berada rekening di kas umum
negara Bank Indonesia, pada bank umum dalam bentuk deposito on call
konvensional/syariah tanpa lelang, jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, tingkat bunga/imbal hasil sebesar 80,476%
dari Bl 7-DRR Rate, berdasarkan ketentuan:

(1) Keputusan Menteri Keuangan nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang
Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk
Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi; dan

(2) Perikatan perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dan masing-
masing 5 (lima) bank umum mengenai penempatan dana SAL Pemerintah.

b. Atas transaksi tersebut, dimintakan konsultasi atas penyajian pos-pos di Neraca dan
Laporan Arus Kas, serta pertimbangan apakah penempatan tersebut masih menjadi
bagian SAL Pemerintah.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dapat dijadikan referensi
dalam memberikan pertimbangan yaitu:
a. PSAP 01 - Penyajian Laporan Keuangan: paragraf 8; 50; 54 s.d. 66.
b. PSAP 02 — Laporan Realisasi Anggaran: paragraf 50 s.d. 57.
c. PSAP 03 - Laporan Aruk Kas: paragraf 8 (definisi); 9 s.d. 11; 27, 28, 35, 36.
d. PSAP 06 — Akuntansi Investasi (revisi 2016): paragraf 6; 10 s.d. 12; 19 s.d. 25.

3. Pertimbangan yang diberikan atas penyajian pos-pos di Neraca dan Laporan Arus Kas,
serta pertimbangan apakah penempatan tersebut masih menjadi bagian SAL Pemerintah,
sebagai berikut:

a. Pengeluaran kas dari rekening kas umum negara terhadap executory contract
penempatan dana untuk perolehan instrumen keuangan berupa deposito on call
sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, memenuhi pengakuan investasi dan
perlakuan akuntansi investasi jangka pendek, dengan merujuk PSAP 06 antara lain:
paragraf 6 (definisi investasi jangka pendek); paragraf 9 s.d. 13 (klasifikasi investasi);



paragraf 23 s.d. 25 (pengukuran investasi); dan paragraf 42 (pengakuan hasil
investasi).

b. Komponen laporan keuangan terdampak untuk penyajian transaksi sebagaimana
dimaksud huruf a, sebagai berikut:

1)

Atas perolehan instrumen keuangan berupa deposito on call dimaksud, disajikan
dalam kelompok aset lancar pada pos investasi jangka pendek di Neraca
(merujuk PSAP 01 — Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 49 s.d. 55 dan PSAP
06 paragraf 9);

Transaksi aliran kas perolehan instrumen keuangan berupa deposito on call
dimaksud, disajikan dalam kelompok aktivitas investasi di Laporan Arus Kas —
LAK (merujuk PSAP 03 — Laporan Arus Kas, paragraf 9 s.d. 11; 27 s.d. 30);

Sehubungan dengan transaksi penempatan dana dimaksud dilakukan dalam
rangka manajemen pengelolaan kas pemerintah oleh Bendahara Umum Negara
yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan/atau tidak
mengakibatkan penambahan atau penurunan ekuitas bersih pemerintah, maka
tidak berdampak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional
(LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Namun demikian eksistensi
transaksinya tetap disajikan sebagai bagian dari pos Saldo Anggaran Lebih (SAL)
di Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan diberikan penjelasan
secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai rincian pos
pembentuk Saldo Anggaran Lebih Akhir beserta nilai masing-masing komponen
kas pemerintah di rekening kas negara, setara kas dan/atau investasi jangka
pendek.

Terhadap hasil dari penempatan dana dimaksud diakui sebagai substansi
pendapatan bunga yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Operasional sesuai dengan PSAP yang relevan
(PSAP 01, PSAP 03 dan PSAP 12).

c. Terhadap sebagian penempatan uang negara pada 5 bank umum tersebut, apabila
secara aktual merupakan instrumen keuangan dalam bentuk deposito on call yang
berjangka waktu sama atau kurang dari 3 bulan, disajikan sebagai setara kas di
Neraca, dan dijelaskan dalam perhitungan nilai Saldo Akhir Kas yang akan disajikan
dalam Neraca, LPSAL dan Laporan Arus Kas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif; dan

2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite Konsultatif



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

g Prijact Prap o il Lantal 1-2, Jaan Budl Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3847068, 3449230 Psw. SS00;
Faksimiie (021) 3864776; Laman: www.djpb kemenkeu.go.Jd

Nomor : S-118/PB.6/2025 7 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Hal : Konsultasi Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Penempatan Uang Negara pada
Bank Umum

Yth. Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintah
di Jakarta

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan kelebihan kas pemerintah pusat, Menter
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menempatkan uang negara pada bank umum,
dengan tujuan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendukung program
pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Penempatan uang negara dilakukan pada 5 (lima) bank umum dengan bersumber dar dana
SAL yang dipayungi dengan KMK Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara
dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan
Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.

3. Penempatan uang negara menggunakan mekanisme pemindahbukuan dan RKUN ke
Rekening Bank Mitra (tanpa menggunakan DIPA), dengan skema penempatan berupa
deposito on call konvensional/syariah tanpa lelang, jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat
diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, tingkat bunga/imbal hasil sebesar 80,476% dan B/
7-DRR Rate.

4. Berkenaan dengan penempatan dana pada bank umum tersebut di atas, kami mohon
arahannya terkait beberapa hal sebagai berikut:

a. Penempatan dana tersebut disajikan dalam pos apa di Neraca?

b. Penempatan dana tersebut disajikan dalam aktivitas apa dan apakah bagian dari rincian
saldo akhir kas. pada Laporan Arus Kas?

c. Penempatan dana tersebut apakah masih menjadi bagian dari SAL Pemerintah?

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan teima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan

Chalimah Pujihastuti

Tembusan:
1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Direktur Sistem Manajemen Investasi
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KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO Il Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-125/K.1/KSAP/XII/2025 31 Desember 2025
Sifat . Segera
Hal . Permohonan Masukan dan Pertimbangan Terkait

Yth.

Hasil Kajian Kementerian PPN/Bappenas yang
Dapat Memenubhi Kriteria Aset Tak Berwujud (ATB)

Kepala Biro Umum

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Jalan Taman Suropati Nomor 2,

Jakarta 10310

Sehubungan dengan Saudara Nomor B-24249/B.05/PL.05/12/2025 tanggal 12

Desember 2025, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa pada PSAP 14 Aset Tak
Berwujud:

1.

Paragraf 5 menyatakan bahwa “Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang
dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual”.

Paragraf 10 menyatakan bahwa “Aset Tak Berwujud diakui jika:
a. Dapat diidentifikasi;
b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;

c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa
mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal”.

Paragraf 17 menyatakan bahwa “Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB
memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

a. Tahap penelitian/riset; dan
b. Tahap pengembangan”.

Paragraf 18 menyatakan bahwa “Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas
penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat
diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada
saat terjadi”.

Paragraf 19 menyatakan bahwa “Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas
internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan
menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui
sebagai beban pada saat terjadi”.


mailto:sekretariat.ksap@gmail.com

Paragraf 21 menyatakan bahwa “ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan
pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat
memperlihatkan lima kondisi di bawah ini, yaitu adanya: (a) Kelayakan teknis atas
penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan; (b)
Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut; (c)
Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut; (d) Manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan; (e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan
sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan
atau pemanfaatkan ATB tersebut; (f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai
pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Terkait dengan pertanyaan tentang hasil kajian yang dapat memenuhi kriteria diakui

sebagai Aset Tak Berwujud, dapat disampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas dapat
merujuk pada PSAP 14 Aset Tak Berwujud, paragraf 10, 17, 18, 19 dan 21. Seluruh penelitian
merupakan beban, sedangkan Aset Tak Berwujud akan diakui dari kegiatan pengembangan
yang memenubhi kriteria dalam paragraf 21 PSAP 14.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

1.

2.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite
Konsultatif

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua
Komite.
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Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Masukan dan Pertimbangan Terkait

Hasil Kajian Kementerian PPN/Bappenas yang
Dapat Memenuhi Kriteria Sebagai Aset Tak
Berwujud (ATB)

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
Lantai Il Gedung Prijadi Praptosuhardjo Ill,

Jl. Budi Utomo No.6, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus |bukota Jakarta 10710

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian
Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Kementerian PPN/Bappenas nomor 27 _b/LHP/XV/05/2025 tanggal 9 Mei 2025, yang
menyebutkan bahwa “Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada Kementerian
PPN/Bappenas Belum Memadai”, khususnya mengenai “Hasil kajian belum dilakukan
pengidentifikasian dan pencatatan sebagai ATB”, serta menindaklanjuti hasil Rapat
Pembahasan ldentifikasi Pencatatan Hasil Kajian Yang Memenuhi Kriteria Sebagai
Aset Tak Berwujud pada tanggal 30 Oktober 2025, bersama ini kami mohon masukan
dan pertimbangan Saudara atas hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas yang dapat
memenuhi kriteria sebagai Aset Tak Berwujud. Sebagai pendukung, terlampir kami
sampaikan daftar hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas periode tahun 2024-2025.

Kami harap masukan dan pertimbangan tersebut dapat kami terima pada
kesempatan pertama, untuk kami jadikan dasar tindaklanjut atas temuan pemeriksaan
BPK dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima

kasih.
Pit. Kepala Biro Umum,
2
Ari Prasetyo
Tembusan:
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Kementerian
PPN/Bappenas

2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

3. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, denaniednia ﬂillﬁﬂtlﬁﬂgﬁi&cara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
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